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ol PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
3
;_-:? Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman
t:gansliterasiberdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Rendidikan danKebudayaan Rl Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543
@U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai
berikut:
3
A, KonsonanTunggal
Huruf Nama HurufLatin Keterangan
1 2 3 4
) Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< Sa S Es (dengan titik diatas)
z Jim J Je
% z Ha H Ha (dengan titik dibawah)
v : Kha Kh Kadanha
o)
3 2 Dal D De
:_T‘.I.
— 3 Zal Z Zat(dengan titik diatas)
-
o 0 Ra R Er
Z J Zai Z Zet
S
w o Sin S Es
g o Syin Sy Esdan Ye
-
= o= Sad S Es (dengan titik dibawah)
®
2 o= Dad D De (dengan titik dibawah)
[y
Q L Ta T Te (dengan titik dibawah)
a
Q
=
Q iv
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Zet (dengan titik dibawah)
Koma terbalik di
Ge
Ef
4
Qi
Ka
El
Em
En
We
Ha
Apostrof
Ye
Muta’aqqidin
‘iddah
Hibbah
Jizyah

Ditulis
Ditulis
Ditulis
Ditulis

Konsonan Rangkap Karena Syaddah Di Tulis Rangkap
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ehendaki lafal aslinya.

nulNg pg

ditulis dengan.

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

Bila diikuti dengan kata sandang ‘al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

it
3
o |

Ditulis

Karamatulal-auliya’

2. Bila ta’ marbutha hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dommah

ditulis
FE N Ditulis Zakatulfitri
D. Vokal Pendek
o Ditulis I
Ditulis a
/
P Ditulis u
[y
of
E Vokal Panjang
Q
3, Fathah-+alif Ditulis a
0 4
— g4 # S
=) jahiliyyah
@ Fathah + ya’ mati Ditulis a
v
< e
o Yas’a
& Kasrah + ya mati Ditulis 1
= =< Karim
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:I - -
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H.

E: Vokal Rangkap

Fathah+alifaSiy Ditulis Ai
Bainakum
Fathah+ wawumati Ditulis Au
sl
Qaulun
G. Vokal Rangkap Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata
dipisahkan dengan apostrof
A Ditulis A’antum
fexs Ditulis U’iddat
e Sl Ditulis La’insyakartum
Kata Sandang Alif+Lam
1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah
lodié Ditulis Al-Qur’an
Jlisw Ditulis Al-Qiyas
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan mengandakan huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/(el) nya.
sdas) Ditulis As-sama’
Jlian Ditulis Asy-Syams
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Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang mana dalam

nyelesaikan skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan,

s

""53\1 M AW 21AID JoH @

%hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, iringan
%@alawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw
f;':jing telah membawa kemashlatan bagi umat manusia. Skripsi ini berjudul
“Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Menurut Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) di Kota Jambi”.
Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan limu
Pemerintahan dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata

Satu (S.1) pada Fakultas syariah  Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha

§gifuddin Jambi.

O
D Kemudian dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadarai tidak
s?dikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan
Eata maupun dalam penyusunanya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai

"":'hak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing,
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maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas

o

p:_énulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut

rﬁembantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang Terhormat:
Bapak Prof. Dr. H Su’aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.

' Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
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ABSTRAK
: Dicky Anjari
: 105190189
Judul  : Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA)
Kota Jambi

T DULING N

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota
imbi yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) di Kota Jambi. Tujuan penelitian
ini adalah untuk memahami sejauh mana DPMPPA Kota Jambi telah
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam peraturan daerah dan
undang-undang terkait keterbukaan informasi publik. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Data
penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
Responden penelitian ini terdiri dari pejabat dan staf DPMPPA Kota Jambi yang
terlibat dalam proses implementasi peraturan daerah dan undang-undang terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPPA Kota Jambi telah melakukan
beberapa langkah dalam implementasi peraturan daerah dan undang-undang
keterbukaan informasi publik. Namun, terdapat beberapa kendala yang
menghambat implementasi yang efektif, seperti kurangnya pemahaman dan
kesadaran tentang keterbukaan informasi publik, keterbatasan sumber daya
manu3|a dan teknis, serta kurangnya kerjasama antar instansi terkait. Berdasarkan
te:muan tersebut, disarankan agar DPMPPA Kota Jambi meningkatkan
Hemahaman dan kesadaran pegawai terkait keterbukaan informasi publik,
mengalokasikan sumber daya manusia dan teknis yang memadai, serta
memperkuat kerjasama antarinstansi untuk memastikan implementasi yang
efektif. Selain itu, perlu juga adanya upaya pengawasan dan evaluasi yang
Igbntinyu untuk memantau pelaksanaan peraturan daerah dan undang-undang
farsebut.

‘ata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Keterbukaan Informasi
Publik.
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ABSTRACT
: Dicky Anjari
: 105190189
Title : Implementation of Law Number 14 of 2008 Concerning Public
Information Disclosure at the Office of Community
Empowerment, Women and Child Protection (DPMPPA)
Jambi City

EUZOLAID JOH @
3 3
(9]

H

DUINS N

Fhis study aims to analyze the implementation of Jambi City Regional
Regulations related to Law Number 14 of 2008 concerning Public Information
Disclosure at the Office of Community Empowerment, Women and Child
Protection (DPMPPA) in Jambi City. The purpose of this research is to
understand the extent to which the Jambi City DPMPPA has carried out the
obligations regulated in regional regulations and laws related to public
information disclosure. The research method used is descriptive analysis method
with a qualitative approach. Research data were collected through interviews,
observation, and documentation studies. Respondents to this study consisted of
officials and staff of the City of Jambi DPMPPA who were involved in the
process of implementing regional regulations and related laws. The results of the
study show that the Jambi City DPMPPA has taken several steps in implementing
regional regulations and the law on public information disclosure. However, there
are several obstacles that impede effective implementation, such as a lack of
understanding and awareness about public information disclosure, limited human
and technical resources, and lack of cooperation between related agencies. Based
on these findings, it is suggested that the Jambi City DPMPPA increase employee
understanding and awareness regarding public information disclosure, allocate
adequate human and technical resources, and strengthen inter-agency
¢ollaboration to ensure effective implementation. In addition, there is also a need
for continuous monitoring and evaluation efforts to monitor the implementation of
tﬁese regional regulations and laws.

BISAIUN D

eywords: Implementation, Regional Regulation, Public Information
: Disclosure.
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= PENDAHULUAN

Salah satu pilar kebebasan berekspresi, dengan demokrasi, serta
nsparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi
publik. Hal ini di tandai dengan adanya hak masyarakat untuk mengakses atau
memperoleh informasi publik merupakan salah satu upaya untuk menjamin
penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Selain itu, dengan tersedianya
informasi publik, masyarakat dapat mengetahui kemajuan pemerintah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan
Informasi Publik pada tanggal 23 Agustus Tahun 2010 bertempat di
Jakarta berawal dari bergulirnya reformasi informasi yang terjadi pada
Tahun 1998 yang menjadi kebutuhan masyarakat pada saat itu. Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip Transparansi
dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik terlahirkan disertai beberapa alasan
tuntutan era globalisasi yang telah memudarkan batas-batas administrasi
sehungga membuat komunikasi yang diterima sulit terbendung.*

WID(S| 84018

Penerapan  keterbukaan informasi  publik  merupakan  wujud

@D

nyelenggaraan negara demokratis, transparan, dan bertanggung jawab yang

engedepankan kedaulatan rakyat. Terlebih hak untuk mendapatkan informasi

ALISBAIUER DI

erupakan hak setiap individu yang harus dihormati bagi seluruh penyelenggara

S 4C

pemerlntahan sebagai sarana mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam

L1

>
«Q
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=
D
wn
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>
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[
=2
=

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan
Publik semakin termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan

'Okta vlanus, Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
entang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara, eJournal llmu
munlka5| 2014, him. 1.
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a fungsinya serta selalu berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat
3 dengan sebaik-baiknya. Pemerintah pada hakikatnya merupakan pelayanan
= terhadap masyarakat karena pemerintah itu sendiri terwujud karena
”‘ kehendak masyarakat, karena itulah hak masyarakat untuk mengetahui
= berbagai informasi mengenai penyelengaaran negara haruslah disediakan
»  oleh pemerintah.”

a Penjelasan di atas ialah bahwa dengan membuka akses publik terhadap
-

informasi, diharapkan Badan Publik, yang mencakup lembaga-lembaga

o}

.
p= | I

pemerintah, akan merasa lebih termotivasi untuk bertanggung jawab terhadap
tugas dan fungsinya. Mereka juga diharapkan selalu berorientasi pada pelayanan
kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Pemerintah pada dasarnya merupakan pelayan bagi masyarakat, karena
eksistensi pemerintah itu sendiri terjadi karena kehendak dan kebutuhan
masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui berbagai
informasi mengenai penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pemerintah
rﬂemiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses dan transparansi terhadap

iAformasi tersebut. Dengan memfasilitasi akses publik terhadap informasi,

W

@merintah dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-

0
lembaga publik dan meningkatkan akuntabilitas mereka.

[

Lembaga Badan Publik wajib menyediakan petugas pelayanan publik di
bidang informasi. Pejabat Komunikasi dan Informatika di tingkat nasional,
provinsi, atau daerah ini memiliki tugas pokok yang diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) Melalui undang-undang, setiap badan publik
memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan KIP maka dapat
dijelaskan bahwa setiap instansi di pemerintah harus transparan dalam
meberikan informasi terkait instansinya sehingga publik bisa mengetahui
informasi yang berkaitan dengan instansinya di era sekarang maka setiap
instansi bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara online dan

’Edwin Nurdiansyah, Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan
nsparansi Bagi Masyarakat , Jurnal Bhinneka Tunggal lka, 2016, him. 147-51.
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mformasi tersebut, sehingga keterbukaan informasi dapat lebih efektif dan efisien.
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g a mengapload informasi sehingga bisa lebih efektif dan efisien dalam
h T 3 keterbukaan informasi kepada publik.?
wiEeae] = —p
Swwa 0 = - L i . .
2483w _~  Dalam konteks ini, setiap instansi pemerintah harus berkomitmen untuk
20520 B
35539 Z
227255 menjadi transparan dalam memberikan informasi yang terkait dengan instansi
335522 C
— o +
Q=g 3 - .. L. . . .
22859 fersebut. Dalam era digital saat ini, instansi pemerintah diharapkan dapat
fa] - = N
ER= R 9] . . . .
] ¢ memberikan informasi kepada masyarakat secara online dan mengunggah

p
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Dengan adanya keterbukaan informasi yang baik, masyarakat dapat

dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan, termasuk informasi

(=4
&
AupBuyuaday uoyiBnisw 3o

'-!-
o
]
=

terkait dengan kebijakan, program, anggaran, dan kinerja instansi pemerintah. Ini

=0 =
cz5
=03 memungkinkan masyarakat untuk memahami lebih baik tentang apa yang
|5 cCZ
5§z2
g dilakukan oleh pemerintah, serta memungkinkan mereka untuk mengawasi dan
~_— 5 memantau tindakan pemerintah.
. ; Selain itu, akses informasi yang mudah dan transparan juga memfasilitasi

rt|5|pa5| masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi
reka Masyarakat dapat memberikan masukan dan pendapat mereka
rdasarkan pemahaman yang baik terhadap informasi yang diberikan, sehingga
oses pengambilan keputusan dapat lebih demokratis dan akuntabel.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014
tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yaitu, dalam upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governace), pemerintahan yang jujur dan bersih (clean
governance), dan pemerintahan yang terbuka (open governance), perlu
ditetapkan Peraturan Daerah yang akan menjadi dasar, landasan dan
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®Arif, D. K, Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun
8, Manado: Acta Diurna Komunikasi, 2020, him. 4.
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a pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tranparan,
, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien.”

”‘ Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk
prd

mewujudkan kehidupan masyarakat Jambi yang sesuai dengan falsafah hidup

ﬁatas, yang dapat dicapai jika penyelanggara pemerintahan daerah menjalankan

f_‘?;gas dan fungsinya secara jujur, transparan, partisipatif, akuntable, efektif dan
o
efisien.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi
Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini untuk memastikan hak
memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan
informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis
yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan pada
Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan
bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan
menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang
tersedia. Disamping itu, Peraturan Daerah ini juga merupakan tindak lanjut
untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.’

Terbentuknya Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2017 tentang

LS| 21018

jabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi Kota Jambi menyatakan: “Pejabat

T 2

Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah di

ngkungan Kota Jambi merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Jambi

HISEBAIU

enyambut positif Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”.®

B84

Namun hal tersebut tidak lepas dari permasalahan, Permasalahan lain yang

1ns |

1

temui yaitu masih adanya masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara

*Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi
blik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

*Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi
blik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

®Peraturan WaliKota Jambi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelolah Informasi
n Dokumentasi Kota Jambi.
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L

endapatkan informasi, pelayanan, pendampingan, advokasi dan perlindungan

w3

%rhadap perempuan dan anak. Tidak optimalnya informasi yang diterima oleh
C@syarakat tentang produk, syarat, dan lama pembuatannya memperlihatkan
t':}jahwa petugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan
gnak Kota Jambi belum memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh
Iije_pada masyarakat Kota Jambi.

Hal tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban, sesuai dengan prinsip
keterbukaan dalam negara demokrasi, yang mewajibkan Penyelenggara Negara
untuk membuka diri terhadap hak publik untuk memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai Tata Usaha Negara, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk memberikan

perlindungan hukum kepada masyarakat dalam menggunakan haknya untuk

mengakses dan mengkomunikasikan informasi Penyelenggara Negara.

oy

Q Persamaan kedudukan di hadapan hukum atau Equality before the law
@ adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi
= salah satu sendi doktrin Rule of Law yang juga menyebar pada negara-
} negara berkembang seperti Indonesia. Kesetaraan di depan hukum berarti
) kesetaraan yang sama di lembaga pemasyarakatan. Secara eksplisit
C dinyatakan bahwa semua orang memiliki posisi yang sama di hadapan
5' hukum, yang berarti bahwa semua orang sama dalam memiliki posisi yang
@ sama di dunia. Ini terkait erat dengan norma dan rasa keadilan dalam
= hukum.’

O

o Dalam konteks Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Igeterbukaan Informasi Publik, prinsip kesetaraan di hadapan hukum juga berlaku.
3

Undang-Undang ini menjamin hak setiap individu untuk memperoleh informasi

blik yang dimiliki oleh badan publik. Prinsip kesetaraan di sini berarti bahwa

"Satjipto, Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, 1986, him. 15.

IquID[ uIpphjins 1oy
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k ini berlaku sama untuk semua orang tanpa memandang status sosial, jenis
kelamin, agama, suku, atau faktor lainnya.

Dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, badan
blik wajib memberikan akses yang sama kepada setiap individu yang

engajukan permohonan informasi, tanpa membedakan perlakuan berdasarkan

LurB DUBNS NIN ABW EZAID J0H @

faktor-faktor yang tidak relevan. Dalam hal ini, prinsip kesetaraan di hadapan
hukum memastikan bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk
mendapatkan informasi yang diperlukan guna menjalankan hak-hak mereka dan
mengawasi Kinerja pemerintah.

Selain itu, prinsip kesetaraan juga berimplikasi pada transparansi dan
akuntabilitas badan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
Dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, badan publik diharapkan untuk
memperlakukan setiap permohonan informasi secara adil dan tanpa diskriminasi.
;!?pl ini juga mendorong badan publik untuk secara aktif menyediakan informasi
;;i:ublik yang relevan dan bermanfaat kepada masyarakat secara proaktif, tanpa

embedakan perlakuan berdasarkan kepentingan atau preferensi tertentu.

Jika berbica tentang das sollen (peraturan hukum yang bersifat umum)

oAU 3I LUK

beradaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

1formasi Publik memberikan pencerahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan

&@|ns3o A

gara atau pemerintahan. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam
nyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan perwujudan tata

merintahan yang baik (good governance), dan jaminan kepastian hukum

IQUUD UIPPNIDS RBIDUE up
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:rhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta

tuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan negara atau pemerintahan.

Terkait dengan das sein (suatu peristiwa konkret yang terjadi di

S NIN 38w

'@asyarakat) yaitu masih adanya masyarakat yang belum mengetahui bagaimana
i

i

¢ara mendapatkan informasi, pelayanan, pendampingan, advokasi dan
ée_rlindungan terhadap perempuan dan anak. Di samping itu, belum banyak
masyarakat yang mengetahui bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi memiliki website resmi bahkan
ada yang tidak dapat mengakses website tersebut di

https://dpmppa.jambikota.go.id/

Hal ini disampaikan oleh ibu Denni Puspa Dewi., S.E selaku Kasubag TU
UPTD PPA Kota Jambi beliau mengatakan bahwa:

Kami berusaha untuk menyediakan informasi kepada masyarakat melalui
berbagai saluran komunikasi. Kami memiliki website resmi yang berisi
informasi tentang program, kegiatan, dan layanan yang kami sediakan.
Selain itu, kami juga menggunakan media sosial, seperti Facebook dan
Instagram, untuk berbagi informasi dan berinteraksi dengan masyarakat.
Kami juga mengadakan pertemuan, seminar, dan sosialisasi di tingkat
komunitas untuk menjelaskan program-program kami kepada masyarakat.
Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan
masyarakat tentang hak-hak mereka serta program-program yang dapat
memberikan manfaat bagi mereka.?

Ketika masyarakat belum banyak mengetahui informasi yang disediakan

D

h Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Anak, hal ini

1185 O AlISIBAIUN DILUD|S| 211015

encerminkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang keberadaan serta

12U

ran Dinas tersebut. Kurangnya akses informasi, terutama melalui website resmi

Wawancara dengan ibu Denni Puspa Dewi, S.E selaku Kasubag TU UPTD PPA Kota,
Juni 2023.

IQUUD T UIED NS DuBul
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inas, juga menjadi faktor utama dalam keterbatasan pengetahuan masyarakat

W 2diD 3PH &

tentang program-program dan layanan yang mereka tawarkan. Dalam situasi

%perti ini, penting bagi Dinas untuk mengambil langkah-langkah yang proaktif
w

("j_?lam meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

i

i

e Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas dan adanya beberapa

rﬁasalah yang timbul maka, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul
”Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Menurut Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota

Jambi.”

. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok

permasalahan dalam penelitian ini adalah:

IS

% Bagaimana Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan
% Informasi Publik Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan
F_f;' Perlindungan Anak di Kota Jambi?
é@-Apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Keterbukaan Informasi Publik
- pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak di
~ Kota Jambi?
tasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan di bahas dan agar di
kukan secara fokus, adapun batasan masalah dalam penelitian ini lebih berfokus

ntang Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi

IQUUD UIpPN@S DUl up
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Publik Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan

[

nak di Kota Jambi, agar mempermudah peneliti dalam mengerjakan penelitian

Selain itu, batasan masalah dalam penelitian juga di perlukan untuk lebih

NS NN AR

memusatkan pada permasalahan yang hendak di teliti, batasan masalah di gunakan

_)L

r;mtuk menghindari suatu penyimpangan,agar tidak meluas ke pokok pembahasan

yang lain penulis perlu membatasi permasalahan yang hendak di teliti.

. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan masalah pokok yang akan di
teliti dalam skripsi ini maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini
adalah:
a. Untuk mengetahui implementasi peraturan perundang-undangan keterbukaan
informasi publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
g Perlindungan Anak di Kota Jambi.
b:.—Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat keterbukaan informasi
“publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan

nak di Kota Jambi

anfaat Penelitian

J>§J>

dapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

Dengan adanya penelitian tersebut, diharapkan menambah wawasan,
pengalaman, pemahaman dan kemampuan intelektual tentang, Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas

.Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.

IQUUD UIPPNIDS DUDUL UD&INS 1O ANSISAIUN DIUUL
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1.4

Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak,

dengan adanya penelitian tersebut bisa menjadi bahan acuan atau evaluasi, bagi

R TIE

= kemajuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan
o

= Anak di Kota Jambi kedepannya.

o]y

¢:-Bahwa penelitian ini persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu

A

O (S1) pada Jurusan llmu Pemerintahan Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha

Saifuddin Jambi

. Kerangka Teori

1. Peran

Adapun beberapa ahli yang mengartikan arti penting teori peran sebagai
berikut:
Charles P. Loomis mengemukakan bahwa peran dapat diartikan sebagai
sesuatu yang diharapkan dalam status dan peran tertentu. Peran status
adalah aspek aktif dari posisi dan fungsi serta proses statis dari struktur.
Peran juga merupakan prilaku seseorang dalam status tertentu. Pada
intinya, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status
adalah perangkat kewajiban.’
Status adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam suatu sistem sosial

u hierarki. Status ini biasanya diberikan oleh masyarakat berdasarkan faktor

AU} DIWD[S| 1D4S

seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, atau faktor-faktor lainnya.

sw NIy

alam konteks ini, status mencerminkan tanggung jawab, hak, dan kewenangan
yang terkait dengan posisi tersebut.
Di sisi lain, peran merujuk pada perilaku yang diharapkan atau diperlukan

ri seseorang yang menempati suatu status tertentu. Peran ini mencakup

COUBH | UDULIBS Jc

®Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
gyakarta Laksbang Pressindo, 2010, him. 59.
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tindakan, tanggung jawab, dan harapan sosial yang ditempatkan pada individu

B¢

gerdasarkan statusnya. Contohnya, sebagai seorang anak, peran yang diharapkan

ngkin termasuk patuh kepada orang tua, belajar dengan baik, dan menghormati

Fan
U
%

ggota keluarga lainnya.

DU

Dalam hal ini, peran status adalah bagian aktif dari posisi atau status itu

guior

ndiri. Misalnya, sebagai seorang manajer, peran status Anda mungkin
mencakup pengambilan keputusan, delegasi tugas, dan pengawasan staf. Di sisi
lain, status itu sendiri adalah aspek yang lebih statis, menunjukkan posisi Anda
dalam hierarki organisasi atau masyarakat.

Teori peran menggambarkan interaksi sosial yang di terapkan oleh
individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan atau ketentuan
yang berlaku. Teori peran (role theory) menyatakan bahwa individu
berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi
akan mengalami keburukan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan
pekerjaan dengan tidak efektif dibanding individu lain. Individu akan
mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat duka pikiran atau lebih
yang terjadi secara bersama yang ditunjukan pada diri seseorang. Terjadi
konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus
menyandang dua peran yang sama dalam waktu yang sama.*

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, bahwa status pemerintahan
alah bagian dari Negara, seperti banyak dalam teori mengenai Negara, unsur-

nsur suatu Negara pada umumnya terdiri dari wilayah, rakyat, pemerintah,

LS AIUR DILUDIS| 8101S

daulatan serta tujuan Negara. Dengan unsur-unsur tersebut, bahwa pemerintah
erupakan alat atau sarana yang berperan untuk mencapai tujuan Negara.
Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang

esti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan

Wios nuBsy| uoulBasS JaBh

Gusti Indah Pratiwi. Charles P. Loomis, Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial
yandang Disabilitas di Pekanbaru, Jom FISIP. VVol. 3, No. 1, Februari 2016, him. 4.
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pat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang
ahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya.**

Peran diartikan sebagai tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

diar
Fa

Z
L

&

b}rkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi
O

tertentu didalam masyarakat yang makin tinggi, sedangsedang saja atau rendah.

éedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu,
sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena
itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai
pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau
tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.
2. Teori Trias Politica

Pada prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara antara
lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu

L
+

negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara

=]

féngsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif.*?
Pembagian kekuasaan ini dikenal sebagai prinsip Trias Politika atau
misahan kekuasaan, di mana setiap cabang memiliki tugas dan tanggung jawab
ng berbeda. Cabang legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-
undang, cabang eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-

dang, dan cabang yudikatif bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-

€ UpEgINsgo ﬁ‘gmagul DILUE

dang dan menyelesaikan sengketa hukum.

'Syhardono, Edy, Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya, Jakarta: Gramedia Pustaka
ama, 1994, him. 14.

2Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar
ju, Bandung, 1995, hlm. 78-79.

1SS huou
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Locke membedakan antara tiga macam kekuasaan yaitu: 1 Kekuasaan

o)
@sekutive); kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan

o
Negara itu yang oleh locke dinamakan federative power.™

—
O
g
3

dang-Undang (legislative); 2 kekuasaan melaksanakan hal sesuatu

Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu
kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.
Menurutnya ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain,
baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan
(organ) yang menyelenggarakannya.

Dengan memisahkan tiga cabang kekuasaan ini, Montesquieu berharap
untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu kelompok atau
individu yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran
hak asasi manusia. Termasuk juga dalam hal ditingkat pemerintahan Desa yang

sudah menerapkan hal tersebut.

3. Implementasi

[y

Q Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
@ diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan
= bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang
“é suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam
o mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.*®

:" Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi
D
_r'ﬁerupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suaru
o

w

-

Q

=

—

]

O

5 BProdjodikoro Wirjono,  Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia”, Jakarta Timur,
Dian Rakjat, 1993, him. 16.

“ MJimly Asshiddigie, ~ Perkembangan dan Konsulidasi Lembaga Negara Pasca
Reformasi. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 29.

-';: *Abdul Majid, Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis, Bandung:
Interes Media, 2014, him. 6.

=
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53 8 . . .
g tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan
ool 3
292 9% pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.'®
o R s iy w I N >~
d3%d1- ¢
aB8a e = Implementasi merupakan tahap penting dalam proses perubahan dan
0 == =
= - j;g‘g‘ p}nerapan suatu ide, kebijakan, atau inovasi dalam praktik nyata. Menurut
Q08 g =
oo=0= = A ) . . H
52564 :—: Muhammad Joko Susilo, implementasi adalah pelaksanaan ide-konsep, kebijakan,
68580 3
~c Q2 3 . . . : . .
&2 E ol atau inovasi dalam tindakan praktis sehingga menghasilkan dampak, baik dalam
g8mqa3
[[o ™ . . .
2.4 g ‘]L— bentuk perubahan perilaku, keterampilan, maupun sikap. Tahap-tahap
=] _[E =1 ] Er
Q== C . .
935¢ Implementasi, diantaranya adalah:
288§
2= “; a. Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester
8 3 = 9 atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu juga ada
c¥sg program bimbingan dan konseling atau program remedial.
b b. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses
=S rj'gf interaksi antara peserta didik dengan I_ingkungannya. Sehingga terjadi
g¢oyg perubahan perilaku kearah yang lebih baik.
258 c. Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan
a5 5 3 kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau
_%:,s—‘, sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan
3753 % evaluasi pelaksanaan kurikulum."
@ Q5 Q
c g g U Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni
-..:—:| 3 0 s
= COa Q. . . . . . .
8 73 ngllm menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:
> 82 0O g - .
5 =2 C a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan,
o (o4 - -
a S§5% = karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul,
. 5§ @ sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
S 8% ;—” b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian,
v *; A penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk
2 _": a o mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara
s ©F C keseluruhan.
2 = = c¢. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya
- g setelah ditelaah secara seksama.
3, —
~ =
o
= 16
= 9] Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Implementasi Manajemen Peningkatan
3 Mmtu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik, Yogyakarta:
< Teras, 2012, him. 189-191.
g % Y Ghufrondimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasi-kurikulum.html?m=1,
= diakses pada 12 Februari 2023.
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Q

0,

o

=~ d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan
3 hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui
= beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).

i e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam
= bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai
W pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.'®

a Implementasi merupakan proses penting dalam menjalankan suatu ide,
a

bijakan, atau inovasi dalam praktek nyata. Dalam implementasi, terdapat

el
el

3y I

hapan pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Selain
itu, analisis juga memainkan peran penting dalam memahami dan memecahkan
persoalan serta memperoleh pemahaman yang tepat tentang suatu hal melalui

penyelidikan dan pembagian bagian-bagian yang berkaitan.

. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan

%% bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang
Q suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam
@  mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.

3 Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi
=,

@erupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suaru
lffndakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan
v,

ﬁengetahuan keterampilan, maupun sikap.?

ﬁ\hap -tahap Implementasi, diantaranya adalah:

-

Q

i ¥0nsu Foreman, Indra, Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat Dalam

ningkatkan Pelayanan Publik Di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, Jurnal
sekutif, 2019, him. 1-8.
19Abdul Majid, Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis, Bandung:
eres Media, 2014, him.6.

20Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Implementasi Manajemen Peningkatan
Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik, Yogyakarta:
, 2012, him. 189-191.
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a. Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester atau
catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu juga ada program
bimbingan dan konseling atau program remedial.

b. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses
interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Sehingga terjadi
perubahan perilaku kearah yang lebih baik.

c. Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan
kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau
sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan
evaluasi pelaksanaan kurikulum.?

IQUUDI DULNS NIN A 1w Dy

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan

Yenni Salim menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

f. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan
sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab
sebenarnya, dan sebagainya).

g. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan
bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan

v pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.

Ie

F{-' Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah

8]

3 ditelaah secara seksama.
Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis

(dugaan dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa

*‘I‘:.Jéa’--.!l_ﬂ ol

kepastlan (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).

S10

J= Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-
=
gbagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian

ul

O tentang prinsip-prinsip dasarnya.

21Ghufrondimyati.blogspot.co.id/2014/05/pengkur-9-implementasi-kurikulum.html?m=1,
kses pada 12 Februari 2023.
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karangan Suharso dan Ana

A

Retnoningsih, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,

E)grbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab
LA

"@usabab, duduk perkara dan sebagainya).

i

i

-  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional

menjelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk
mengetahui keadaan yang sebenarnya®.
2. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi menurut Budi Sutedjo dikutip dari Oktavianus adalah hasil
pemerosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi
bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan
dibutuhkan dalam pemahaman fakta-fakta yang ada.”®

Keterbukaan informasi adalah sebuah sarana dalam optimalisasi
oy
pengawasan publik (masyarakat) terhadap penyelenggara negara dan badan publik
lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.?*
Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
informasi publik pada tanggal 23 Agustus 2010 bertempat dijakarta
berawal dari bergulirnya reformasi informasi yang terjadi pada tahun 1998
yang menjadi kebutuhan masyarakat pada saat itu. Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan
rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam

penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara, Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) terlahirkan disertai beberapa

up NS 1o AlsisAalun 1w

Zpttp://portaluniversitasquality.ac.id:55555/490/4/BAB%20I11.pdf, di akses pada , 9

Januari 2023.

%0kta vlanus, Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara, eJournal Ilmu

Komunikasi, 2014, him. 18.

3 *Rakhmat Bakhtiar, Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publikdi Kabupaten Pandeglang (Studi Pada Pejabat Pengelolaan

Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pandeglang), Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
14, him. 14.
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0,

o

= alasan tuntutan era globalisasai yang telah memudarkan batas-batas
= P ; ; Laci ol 25

3 administrasi sehingga membuat komunikasi sulit terbendung.

i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Z

,_ubllk adalah salah satu produk hukum indonesia yang dikeluarkan dalam tahun

3)08 dan diundangkan pada tanggal 30 Aprill 2008 dan mulai berlaku dua tahun
é%telah diundangkan. Undang-Undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya
r;njémberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi
setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali
beberapa informasi tertentu.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di

badan publik

O

@ Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk
@ engetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan
0

proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan
&ank mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan
@Jbllk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan
L

pIJb”k dan pengelolaan badan publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan
@gara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat

.
ﬁpertanggungjawabkan, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi

Okta Vlanus, Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
tang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Kutai Kartanegara, eJournal Ilmu
munlka5| 2014, him. 8.

IQUUD [ LI JI0E DU
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RAID A0H ©

—

jat hidup orang banyak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan
kehidupan bangsa dan/atau, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi
dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang
serkualitas.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di
Kota Jambi

IQUUIC® DUBNS [\% ] >m§w

Pada awalnya OPD terbentuk dengan nama Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Jambi yang didasari oleh:
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
b. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.
c. Peraturan Walikota Jambi Nomor 23 Tahun 2009 tentang Fungsi Badan,
Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang serta Tata
v Kerja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tang Organisasi Perangkat Daerah sebagai bagian dari penataan Satuan Kerja
angkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, maka Peraturan
erah Kota Jambi Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
angkat Daerah diturunkan menjadi Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun

16 tentang Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

UHES QRIS AIUR DILBD[S| 940}

U]

Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan

énak Kota Jambi dijabarkan bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas

oy

%emberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi yaitu

[ﬁ__grrumusan kebijakan teknis, pelaksanaan norma, standar, prosedur dan Kriteria

IQUUD[ UIP|
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T

O

0,

O

serta pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, perempuan
3 .

dan perlindungan anak.

Z Pada tahun tahun 2020 terjadi perubahan nomenklatur OPD yang di
w tetapkan oleh Peraturan Walikota Jambi nomor 63 tahun 2020 tanggal 17
'3 Desember 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan
0 Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi.?

wior

. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan proposal skripsi ini sebelum penulis mengadakan penelitian
lebih mendalam lalu menjadi sebuah karya ilmiah, maka terlebih dahulu penulis
mengkaji skripsi terdahulu yang mengangkat tema Analisis Peraturan Daerah
Kota Jambi Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik Pada Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan
Perlindungan Anak di Kota Jambi, penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan
penilitian terdahulu.
igPertama, penelitian yang dilakukan oleh Hasyinah mahasiswa Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Syariah dengan judul
“Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Publik Pelayanan Informasi Dan Komunikasi (Studi Khusus Di Dina
Kemunikasi Dan Informatika Kota Jambi)”. Skripsi ini bertujuan untuk
mengungkap implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dalam hal
pelayanan dan penyediaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Jambi, kendala dalam hal pelayanan dan penyediaan
informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi dan upaya

yang dilakukan dalam hal pelayanan dan penyediaan informasi publik di Dinas

**https://dpmppa. jambikota.go.id/profil-dpmppa/, di akses pada 9 Januari 2023.

IQUUD UIPPhIDS DUDUL UDUlNS 1O AlISISAIUN JIWUDIS| &
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Komunikasi dan Informatika Kota Jambi. Skripsi ini menggunakan pendekatan
kualitatif dalam menggambarkan keterbukaan informasi publik pelayanan
informasi dan komunikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi

dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan

DUINS NIN AW 01dio YoH @

< dokumentasi. Adapun metode analisis data dilakukan dengan teknik reduksi

Lo

-\.
el

“data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau menferivikasi. Berdasarkan

Yo

penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1)
Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dalam hal pelayanan
dan penyediaan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Jambi, diantaranya; akurasi waktu dan menyusun informasi publik, melakukan
pengukuran kerja dalam menyampaikan informasi pubik dan memeriksa tujuan
kerja dan membuat laporan informasi pubik; (2) Kendala Dalam Hal Pelayanan

dan Penyediaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

S

C‘: Jambi, diantarnaya; kurangnya layanan pengaduan masyarakat, informasi yang
diberikan tidak up to date dam SDM yang Terbatas; (3) Upaya Yang Dilakukan
Dalam Hal Pelayanan dan Penyediaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Jambi, diantaranya; memberikan bimbingan teknis
informasi, meningkatkan layanan pengaduan dan melakukan pemantauan
informasi berkala.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Benny Hasugian, mahasiwa Universitas
Sumatera Utara, Tahun 2016, Benny Hasugian Penelitian ini membahas
bagaimana Implementasi Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Dairi dengan menggunakan
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pendekatan kualitatif yang didukung oleh data primer berupa hasil wawancara

mendalam serta data sekunder berupa telaah dokumen. Teknik analisis data

N AW opdio JoH @

= menggunakan teknik analisis konten. Penelitian ini dilakukan pada Juni 2016.
o
= Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Republik

DuULr

Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di

wior

-\.
el

Kabupaten Dairi sudah baik namun belum maksimal dalam pelaksanaannya,
terutama dalam hal sumber daya manusia, sosisialisasi kepada sasaran

kebijakan dan ketersedian sarana prasarana pendukung.

3. Ketiga, Jurnal politik pemerintahan 2017 yang di tulis oleh Kuncoro Galih

Pambayun, yang berjudul “Analisis implementasi kebijakan keterbukaan
publik pada badan perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi jawa barat”
Penelitian ini mengangkat masalah implementasi kebijakan Keterbukaan
Informasi Publik pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi

L

C Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan
D

=~ metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi

=
= kebijakan KIP di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa

L

—- Barat belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan

- dan konteks implementasi sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan

ISlzAlU

A

—informasi publik; (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan KIP pada
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat agar lebih
efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang
digagas oleh Open Government Partnership. Tindakan yang disarankan untuk

.memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah

UIpPNIDS DUDUL Upuyns 4o

qQuUD
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penyesuaian regulasi KIP di Kemendagri, penyusunan program yang jelas
‘untuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, peningkatan
kualitas pelayanan informasi publik, dan menciptakan sistem bank data dan
informasi publik di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa

Barat.

IQUUDF PYINS NIN J1jIW p1dio 3YoH @

Berbeda dari penelitian sebelumnya walaupun memiliki kesamaan tema
yaitu mengenai keterbukaan informasi publik, di antaranya sama-sama mengenai
implementasi maupun implikasi yaitu penelitian pertama dan ketiga, namun
memiliki pebedaan waktu penelitian maupun tempat penelitian, sedangkan
penelitian yang penulis lakukan lebih pada implementasi Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik Pada Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan, Dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.

IQUID UIPPRNIDS DYDUL UDUYINS JO ALSISAIUN DILUDIS| S1DIS
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METODE PENILITIAN

. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif

alitatif karena bagi penulis dengan jenis penelitian ini dapat memberikan

LUEE DU

gambaran secara menyeluruh dan jelas terhadap situasi satu dengan situasi yang
lain dan dapat menemukan pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek
yang lain serta dapat menemukan hipotesis dan teori. dalam jenis penelitian ini
adalah teknik-teknik spesifik yang di gunakan untuk mengkaji topik penelitian
khusus digunakan untuk menyelidiki topik penelitian kualitatif. Dimana peneliti
langsung terjun kelapangan untuk melakukan penelitian tujuannya untuk
memahami fenomena atau gejala sosial yang lebih menitik beratkan pada

gambaran lengkap tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14

L
+

hun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Pemberdayaan
D

Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.

Burhan Bungin mendeskripsikan pendekatan penelitian kualitatif bertujuan
untuk mendapatkan pemehaman yang sifatnya umum terdahap kenyataan
sosial dari presfektif partisipan. Pemehaman tersebut tidak ditentukan
terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan Implementasi
kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik
kesimpulan berupa pemehaman umum tentang kenyataan-kenyataan
tersebut.?’

?’Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan llmu Sosial
innya, Jakarta: Kencana, 2008, him. 69.

DNIES DUDUL UDUYINS JO AJISISAIUN DIuu
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Penelitian ini menggunakan metedologi penelitian deskriftif kualitatif

ngan model studi kasus atau biasa di sebut dengan case study yaitu suatu model

AU D1AID JDH @

f/éng menekankan pada eksplorasi dari suatu "sistem yang terbatas" pada suatu
I':é’.;sus yang mendetail. Bentuk studi kasus yang disesuaikan dengan tujuan peneliti
di@n metodologi yang mendasari. Seperti diketahui ada tiga macam bentuk studi
Kasus, yaitu: studi kasus instrumental tunggal (single instrumental case study),
studi kasus kolektif atau majemuk (collective or multiple case study), dan study
kasus intrinsik (intrinsic case study). Penulis menggunakan bentuk studi kasus
yang pertama vaitu, studi kasus instrumental tunggal (single instrumentak case

study), studi kasus ini terfokus pada satu isu atau satu pusat perhatian saja, hanya

digunukan satu pusat perhatian saja.

. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena diangap

w permasalahan yang diperoleh dari para narasumber tersebut dijaring dengn
Q metode yang lebih alamiah yakni interview langsung dengan narasumber
@ sehinga peneliti lebih muda mendapatkan data yang berkaitan dengan
= sesuatu hal yang di teliti, pendekatan kualitatif ini tidak pernah terlepas
} dari istilah analisis fenomologi. Peneliti dalam pandangan fenomologi
s} berusaha memahami peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang
< berada dalam situasi tertentu (moleong, 2006).%

llokasi Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota
Jambi. Dinas ini merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab
dalam mengurus pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan dan
perlindungan anak di wilayah Kota Jambi.?®

*% |khsan Gunawan, Metode Penelitian,Pendekatan Kualitatif ,Universitas Doponegoro
arang 2010, hal 65

**Dokementasi Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan
ak Kota Jambi.

%’r;nl_, [oU)] uoulnNg o A
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Lokasi penelitian ini dipilih karena Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

rempuan, dan Perlindungan Anak memiliki peran penting dalam pembangunan

] A /U 01dID YOH @

§£sial dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan
é:tjeh Dinas ini, diharapkan dapat tercapai kesetaraan gender, peningkatan
ki.q;sejahteraan perempuan, dan perlindungan yang efektif bagi anak-anak di Kota
J__gmbi.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan observasi langsung,
wawancara, dan studi dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, dan Perlindungan Anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

memahami kebijakan, program, dan upaya yang dilakukan oleh Dinas tersebut

dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan

anak.

Metode penelitian yang akan digunakan meliputi pengumpulan data
w kualitatif melalui wawancara dengan Kasubag TU UPTD PPA Kota Jambi,
Q kabid perlindungan anak, staff di DPMPPA kota Jambi, staff di DPMPPA
@ kota Jambi. Pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh
= Dinas, serta studi dokumentasi terkait kebijakan dan program yang telah
} dilaksanakan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif untuk
s} mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang upaya yang
C dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan
= Perlindungan Anak di Kota Jambi.*
D
f Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
O
n_‘rﬂeningkatkan pemahaman tentang upaya pemerintah dalam pemberdayaan
rgasyarakat, khususnya perempuan, dan perlindungan anak. Hasil penelitian ini
3
}gga diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi pengambil
®
kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum yang tertarik dalam bidang ini.
L
O

*Dokementasi Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan
ak Kota Jambi.
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nis Data dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua macam

ntaranya data primer dan data sekunder.

%
dia
m

~Jenis Data

or pum

Pada umum jenis data yang di gunakan dalam penelitian yaitu data primer
q%n sekunder, maka dari itu Jenis dan sumber data penelitian ini yaitu berupa data
pTimer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui narasumber,
penelitian dapat menghasilkan informasi orisinal dan kontribusi yang berharga
dalam memahami fenomena yang diteliti. Yang pertama dimaksud dengan data
primer di sini yaitu adalah data pokok atau data umum yanh diperlukan dalam
suatu penelitian, yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan lokasi objek
yang hendak diteliti atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh secara
l%ngsung dilapangan dan data primer dapat berupa opini subjek atau orang secara
i%dividu maupun kelompok.

Menurut Umi Narimawati data primer adalah data yang berasal dari

\lUM DIu

spmber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi

aiaupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau

1O

dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian

atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun

>

i 31

ddata.

-

O

o

O

-':—:r *Nuning Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, Jurnal
timiah DInamika Sosial, 2017, him. 213-14.
=

a

=

i
et
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i~
el

Narasumber atau responden adalah individu atau kelompok yang

LU D]

memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti. Mereka dapat

s

aenjadi sumber utama data primer dengan memberikan jawaban atau pendapat
?riiqereka terkait dengan topik penelitian. Narasumber bisa berupa ahli, pekerja,
pi@laku, atau individu yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan
cije_ngan subjek penelitian.

Pada tahap pengumpulan data primer, peneliti dapat menggunakan
berbagai metode, seperti wawancara, kuesioner, observasi langsung, atau studi
kasus. Metode yang dipilih tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan,
karakteristik narasumber, dan tujuan penelitian.

Dengan memperoleh data primer melalui narasumber, peneliti dapat
mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan detail tentang subjek penelitian.
Data primer memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih

[y

mendalam tentang fenomena yang diteliti dan memperoleh data yang relevan
D

$ésuai dengan tujuan penelitian.

Namun, dalam pengumpulan data primer juga perlu diperhatikan aspek

ika penelitian, seperti mendapatkan izin dan persetujuan dari narasumber,

ABSIS /RN 2L

menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan, serta memastikan bahwa

nelitian dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan

2HNSZO /

arasumber.

- Data sekunder

WO UIppnins pynyy uo

i
et
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T

Q

0,

®

a Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KKBI) adalah data yang di
3 . — . .
peroleh seseorang peneliti secara lansung dari objeknya, tetapi melalui sumber
i:a_;in, baik lisan maupun tulisan.

L

'3 Data Sekunder menurut Sugiyono adalah sumber data yang tidak langsung
0 memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau
= lewat dokumentasi. Data jenis ini diperoleh penulis dari dokumen-
} dokumen usaha dan buku-buku literature yang memberikan informasi

tentang masalah yang menyangkut dengan penelitian.*

-\.
el

Data sekunder, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono, merujuk pada
sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data
ini diperoleh melalui perantara, seperti orang lain atau dokumentasi. Dalam
penelitian, data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen,
buku, jurnal, laporan penelitian sebelumnya, data statistik, atau sumber informasi
lain yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain.

Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang
é?peroleh dari dokumen-dokumen usaha dan buku-buku literature Serta Undang-

Undang yang berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.

S
Dokumen-dokumen usaha tersebut dapat berupa laporan kegiatan, rencana kerja,

O
—_
QD
oy
QD
>

, atau catatan-catatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat,

erempuan, dan perlindungan anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan

i

Iy IVl

[

syarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.

NS

Selain itu, buku-buku literatur juga dapat menjadi sumber data sekunder
ng penting. Buku-buku tersebut bisa berupa buku teks, buku penelitian, atau

blikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Informasi dan data yang

Wios RInug uou

*Nurjanah, Analisis Kepuasan Konsumen Dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha
ndry Bunda , JurnaL Mahasiswa, 2021, him. 121-28. .

axel
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@dio HoH @

dapat dalam buku-buku literatur dapat memberikan wawasan yang lebih luas

E%ntang konteks, teori, penelitian terdahulu, atau praktik terbaik yang berkaitan

@ngan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak.

o

'3 Data sekunder memiliki beberapa keuntungan dalam penelitian, antara
Q

fain:

3

& Efisiensi waktu dan biaya: Penggunaan data sekunder dapat menghemat waktu
dan biaya yang diperlukan untuk mengumpulkan data baru secara langsung di
lapangan.

b. Kualitas data: Data sekunder sering kali dikumpulkan oleh lembaga atau
peneliti yang memiliki keahlian dan sumber daya yang memadai, sehingga
memiliki kualitas yang baik.

c. Perbandingan dan analisis jangka panjang: Data sekunder yang telah
dikumpulkan dari waktu ke waktu dapat digunakan untuk melakukan

;?perbandingan dan analisis jangka panjang terhadap perubahan atau tren yang

terjadi dalam bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan

anak.
Namun, peneliti perlu menyadari bahwa data sekunder juga memiliki
seberapa keterbatasan, seperti:

Keterbatasan akses: Tidak semua data sekunder tersedia secara publik atau

mudah diakses. Beberapa data mungkin terbatas dan hanya dapat diakses oleh

pihak tertentu.

Ketidaklengkapan data: Data sekunder mungkin tidak sepenuhnya memenuhi

kebutuhan penelitian atau tidak mencakup semua variabel yang diinginkan.

IQUUD UIPPNIDS DU Uupulnsyo ABISAIUN JIWUDIS| &
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T

O

0,

®

¢ Ketidakpastian keberlanjutan: Data sekunder dapat diperoleh dari sumber yang
3 . e . : :
—:tidak lagi aktif atau tidak memperbarui data mereka secara teratur, sehingga
Z dapat mempengaruhi kebaruan dan kevaliditas data.

o

; Mendifinisikan data dan sekunder adalah sumber data yang diperoleh
Q

secara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber

S

ri literatur, buku-buku serta dokumen. Jadi dapat dikatakan bahwa data

sekunder adalah yang di gunakan dari sumber-sumber yang terpercaya baik dari

data ataupun mengutip dari sumber lain seperti:

a. Peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi  Publik Pada Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan
Perlindungan Anak di Kota Jambi.

b. Buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi

c. Internet

=

i Sumber data yang di maksud dalam penelitian adalah subjek dari mana

@ta tersebut dapat diperolen memiliki informasi kejelasan tentang bagaiamana

=
mengambil data tersebut diolah. Sumber/Objek data dalam penelitian ini meliputi

I§antor kepala Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di

(=]

s

_i:@ota Jambi. Diperoleh atau dikumpulkan melalui observasi, wawancara,

g«
X
c
3
@
S
~—+
QD
@

Sumber Data

Sumber data merupakan asal dari data yang di peroleh oleh peneliti, dan
mber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
awancara Kepada Kasubag TU UPTD PPA Kota Jambi

awancara Kepada Kabid Perlindungan Anak

IQUUD UIPPRMIDEDIEU] UDINS
S =
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Wawancara Kepada Staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan

LU I3PAID J0H O

= Perlindungan Anak Kota Jambi

4_\_ Sumber Buku, dokumen, jurnal yang berhubungan dengan dinas pemberdayaan

i masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak.

: :Ijeknik Pengumpulan Data
0
e Adapun Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling
3

strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data. Tanpa mengetahui adanya suatu teknik pengumpulan data, maka peneliti
tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
Sebagaimana untuk dapat menghasilkan data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini diperlukan suatu teknik yang sesuai, dan dalam penelitian ini
peneliti tentunya menggunakan berbagai metode yang dibutuhkan pengumpulan
data tersebut sebagai berikut:
a. Teknik Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan
oleh peneliti dengan sengaja mengamati peristiwa atau fenomena yang terjadi
di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi akan digunakan untuk
mengumpulkan informasi yang akurat dan faktual tentang kegiatan yang
dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan
~Perlindungan Anak di Kota Jambi.

Dengan melakukan observasi, peneliti dapat melihat secara langsung
bagaimana kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan

rlindungan anak dijalankan oleh Dinas tersebut. Observasi dapat dilakukan

pe
.dalam berbagai bentuk, seperti mengamati pertemuan atau rapat, kegiatan

IQUID UIPPRNIDS DYDUL UDUYINS JO ALSISAIUN DILUDIS| S1DIS
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pelatihan atau sosialisasi, atau bahkan pengamatan terhadap interaksi antara
staf Dinas dan masyarakat yang dilayani.
Observasi dilakukan dengan memperhatikan secara seksama segala aspek

yang relevan, seperti tindakan yang dilakukan, proses pelaksanaan, sikap dan

DULINS NIN AW 01did YoH &

< perilaku yang terjadi, serta dinamika yang terjadi dalam konteks kegiatan

Lo

-\.
el

“tersebut. Observasi juga dapat mencakup pengamatan terhadap lingkungan

Yo

fisik, peralatan, atau fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan
masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak.

Keuntungan dari penggunaan teknik observasi adalah memungkinkan
peneliti untuk melihat dan memperoleh data tentang kegiatan yang tidak dapat
didapatkan melalui wawancara atau studi dokumentasi. Observasi memberikan
informasi yang real-time dan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap
dan mendalam tentang konteks sebenarnya dari kegiatan yang diamati.

Namun, perlu diingat bahwa observasi juga memiliki beberapa batasan.
Peneliti harus memperhatikan etika dalam melakukan observasi, seperti
menjaga kerahasiaan dan privasi pihak yang diamati. Selain itu, observasi juga
dapat dipengaruhi oleh sudut pandang dan interpretasi subjektif peneliti,
sehingga penting untuk melakukan triangulasi data dengan menggunakan
~teknik pengumpulan data lainnya.

Dengan menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini, diharapkan

penulis dapat menggambarkan dengan akurat dan objektif kegiatan dan proses

yang terjadi dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan
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Teknik Wawancara
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Perlindungan Anak di Kota Jambi, serta memberikan kontribusi yang berarti

dalam analisis dan pemahaman terhadap permasalahan yang ada..

Wawancara merupakan pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide

melalui Tanya jawab, sehingga dapat di kontribusi makna data-data tertentu.

Wawancara di gunakan sebagai teknik pengumpulan data melakukan studi

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, tetapi juga

apabila peneliti ingin megetahui hal-hal dari responden yang lebeih mendalam

teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri

atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

Adapun informan wawancara dalam penelitian ini yaitu ditempat

penelitian ataupun riset yang dapat memberikan iformasi masalah yang akan

diteliti.
Tabel 1

No Narasumber Pendidikan Keterangan

1 Denni Puspa Dewi, S1 Kasubag TU UPTD PPA
S.E. Kota Jambi

2 Yuniati, S. Sos,. M.E. S2 Kabid perlindungan anak

3 lip Andeska, S.E. S1 Staff di DPMPPA kota

Jambi

4 Siti khozaimah, S1 Staff di DPMPPA kota

S. Kom. Jambi

Informan yang di wawancarai
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Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara untuk mencari data terhadapa hal-hal serta seluk

= beluk penelitian baik berupa catatan, transkip, majala, jurnal, buku-buku, surat

S

j kabar, dan lai sebagainya.

]

. Feknik Analisis Data

B
T Dalam penelitian kualitaltif, teknik Implementasi data yang digunakan

sudah jelas, vyaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji
hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal, karena datanya kualitatatif maka
teknik pengumpumpulan data menggunakan statistik yang sudah tersedia.
Implementasi data dalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, lapangan, dan dokumentasi, dengan cara
mengogarnisasikan data kedalam pola, memilih mana yang penting mana yang

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri
[y

sendiri maupun orang lain.

D

Implementasi data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu

W
o

Implementasi berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan

m‘ﬁ'enjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data
D

_t?_rsebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga
O

gejanjutnya dapat disampaikaj apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak
heérdasarkan data yang terkumpul. Dan proses analisi data yang dilakukan oleh

=
peneliti yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

9]

L]
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Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus
menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar
terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian,
permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih
peneliti.*

IQUUDI BULNS NIN A B8diD 3oH @

Reduksi data merupakan proses penting dalam penelitian yang melibatkan
pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan
transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
Proses ini dilakukan untuk mengelola volume data yang besar dan kompleks agar
dapat diinterpretasikan dengan lebih mudah dan efisien.

Proses reduksi data dimulai sejak perencanaan penelitian, ketika peneliti
merumuskan kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan
pengumpulan data yang akan digunakan. Pemilihan pendekatan dan instrumen

L

@ngumpulan data yang tepat akan membantu dalam mendapatkan data yang
D

rélevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.
o Selama pengumpulan data, peneliti juga secara terus-menerus melakukan
reduksi data dengan melakukan pemusatan perhatian pada informasi yang paling

_ﬁélevan dan signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data kasar yang

=Y

O
@peroleh dari catatan-catatan lapangan kemudian diolah dan dianalisis untuk

jadikan data yang lebih terfokus dan relevan.

&

*¥ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, Alhadharah: Jurnal 1lmu Dakwah, 2019, him.
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1.4

Penyajian Data

pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini belum berakhir sebelum laporan

B T
. C _% .. . . .
%r' RER = Menyajikan data-data yang diperoleh dilapangan dan di susun secara
QO o, J oy
d8%d0
@@ e sistematis sehingga tersusun gambaran yang jelas tentang hasil penelitian.
Sogo 2= A
e N I = .. . . . ..
233@8& 3 Penyajian data yaitu hasil dari Penyajian data merupakan sekumpulan
w = = —
836 :—: iaformasi  yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan
~arll 2 L
22388 3
e
=
&
E

hasil akhir penelitian disusun sehingga peneliti tidak boleh terburu-buru untuk

Lijuaday yngun
yrunes nopo uop uoiboges dynbusw Buoiojg ° |

menghentikan kegiatan ini sebelum yakin bahwa semua hal yang berkaitan

(=4
&
AupBuyuaday uoyiBnisw 3o

'-!-
o
]
=

dengan permasalahan penelitian telah dipaparkan atau disajikan oleh peneliti.®*

Ll ep

Penarik Kesimpulan

Penarik kesimpulan didasarkan pada hubungan informasi yang tersusun

TE = ?JT
;L_ S ? Penyajian data merupakan proses penting dalam penelitian yang
:j % %_ ; melibatkan pengorganisasian dan penyampaian informasi yang diperoleh kepada
= =0
‘2_15:: pembaca atau pemangku kepentingan. Hasil dari penyajian data merupakan
2283
:—3 f, i— 2; kumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan
235 A

5 :r ?Sr tﬁdakan yang relevan.
%T 5‘; _; % Proses penyajian data tidak boleh dihentikan sebelum laporan hasil akhir
EJ ?_DE ﬁ—énelitian disusun dengan cermat. Peneliti perlu memastikan bahwa semua
9 =a -
? E, % ij‘jt'formasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian telah dipaparkan atau
% E ; _é%:sajikan secara komprehensif. Tidak boleh ada aspek yang terlewatkan atau
g a5 »)
2 _": a qr/'jabaikan dalam penyajian data.

o = C

2

n suatu bentuk yang dipadu pada penyajian data, melalalui informasi tersebut

*Nurul Hidayati, Khairulyadi, Upaya Institusi Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis
ak Di Kota Banda Aceh Studi Terhadap Institusi Formal Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Di
ta Banda Aceh, Jurnal limiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 2017, him. 737-65.
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nelltl dapat melihat apa yang ditelitinya dan menentukan kesimpulan yang
henar sebagai objek penelitian.®
Dalam penelitian, penarikan kesimpulan yang benar dan akurat sangat

ntlng untuk memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengetahuan dan

DUBNS NIN ABW BdID joH @

p@mahaman dalam bidang yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti perlu
S
memastikan bahwa proses penyajian data dilakukan secara teliti dan kesimpulan

yang ditarik didasarkan pada hubungan informasi yang tersusun dengan baik.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah uraian tentang bab demi bab,
yaitu:
BAB | : PENDAHULUAN
Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulisan
mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan
sistematika penulisan dari penelitian ini.
B Il : METODE PENLITIAN
Pada bab ini meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan
sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.
B 11l : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN
Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis gambaran umum
wilayah, dan struktur organisasi lokasi penelitian.

B IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

39Dy | UD Y NSEO AlSiaAIuN PuiDjs| 81048

Tohirin Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, Jakarta:
agrafmdo Persada, 2012, him. 143.
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Bab ini membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah dan
merupakan hasil penelitian mengenai implementasi  perturan
perundang-undangan keterbukaan informasi oublik pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di
Kota Jambi, faktor pendukung dan penghambat keterbukaan informasi
publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan

Perlindungan Anak diKota Jambi.

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran
serta dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran dan curriculum vitae.
Kesimpulan bukan resume dari apa yang ditulis dahulu melainkan

kesimpulan adalah jawaban masalah dari data yang diperoleh.

dwal Penelitian

Untuk memudakan peneliti dalam melakukan penelitian ini dilapangan,

makapeneliti Menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada label jadwal

L

B

IQUUD UIPPNIDS DUDUL upulns jo Alisia

enelitian sebagai berikut:
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ek

= Tabel 2

-Nod 2 = Uraian Kegiatan Desember | Januari | Februari Maret
- o 3 ~

(e (D e

g3 Prosés: Persetujuan Judul dan Penetapan | 1/2|3/4/1/2/3[4/1/2/3/4/1)23
els 32 o

2 S 2| Pembimbing v

= T c| 3 =

B 3o =

~ 5 _Konsgjtasi dengan Pembimbing  untuk

125 818 S v VR
5 < 5/@Penyasunan Proposal

65 as

%3¢ 5| Penyusunan Proposal

B = o

L = e

=: Proses Persetujuan Proposal dan Penetapan

L & 5| Waktu Seminar

= o

=55 4 Seminar Proposal

2

SH

Perbaikan Proposal

ou}

F{goT

Proses Persetujuan Proposal dan Konsultasi

dengan Pembimbing untuk Penyusunan

Gonu) chacy uosinuad ‘yomsled ¢

S0 Jaguns| uoAingeAuaw op Yoywniuoauaw odiog i fing odioy yruni@s npuo uolp uoibogas dunBuaw Bupmiod |

o
Instrdmen Penelitian
(D
Penelitian/Pengumpulan Data dan Bahan

S

© 9 Hukum

c
9= Anal@js Data dan Penyusunan laporan

58 o

; Prosgﬁ Persetujuan Laporan dan Konsultasi
19 ::l i i i

~ 4 untukPersetujuan Skripsi

b =

13 | Ujian-Skipsi

B >

12. | Perbaikan Tesis

=] i

13 | Wisuda

= L

e = Jadwal Penelitian
g 5

S o

= =}

2 a

= g,
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BAB IlI

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

N AW opdio JoH @

. Sejarah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan

Anak (DPMPPA) Kota Jambi
Pada awalnya Organisasi Perangkat Daerah terbentuk dengan nama

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Jambi yang didasari oleh:

= IqUor byl

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Peraturan
Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi .

2. Peraturan Walikota Jambi Nomor 23 Tahun 2009 tentang Fungsi Badan,
Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang serta Tata
Kerja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan diterbitkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat

«» Daerah sebagai bagian dari penataan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Ie

D di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, maka Peraturan Daerah Kota Jambi
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
diturunkan menjadi Peraturan Walikota Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang
Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
K ta Jambi dijabarkan bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA)
& Kota Jambi yaitu perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan norma, standar,
wn prosedur dan kriteria serta pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan

masyarakat, perempuan dan perlindungan anak. Pada tahun Tahun 2020 terjadi

40

IQUUD UIpPNIDS Dybu| L,r Ui ns 4o ';-‘I‘:.J-—‘Ja’--.!l_, 1 DIWDIS
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— perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah yang di tetapkan oleh
: Peraturan Walikota Jambi nomor 63 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020
= tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

DULINS NIN AW 01did YoH &

Kota Jambi.*

wior

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

I€

-\.
el

(DPMPPA) Kota Jambi bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan teknis,
melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pemberdayaan
masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak. Mereka juga bertugas dalam
memadukan dan menyelaraskan kebijakan serta mengkoordinasikan kegiatan
terkait dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengarus utamaan

gender, dan perlindungan hak-hak anak di Kota Jambi.

.Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan

Ir?'jerlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi

O Visi DPMPPA mengacu pada visi Walikota Jambi 2018-2023, vyaitu:
EM njadikan Kota Jambi Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa Berbasis
lasyarakat Berakhlak Dan Berbudaya Dengan Mengedepankan Pelayanan
rima” DPMPPA menentukan tujuan yaitu“ Mewujudkan Peningkatan Kinerja

aparatur dan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat menuju

L

kesejahteraan keluarga dengan terlindunginya perempuan dan anak serta

bérkeadilan gender disemua aspek pembangunan, dalam mewujudkan partisipasi

[

**Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
MPPA) Kota Jambi, 12 juni 2023.

qQuUD ur:@mumg
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T

Q

=

0,

®]

perempuan dan anak serta masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial
3 :

%elalw pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak dan

t%wujudnya peran serta masyarakat dalam kegiatan adat dan budaya dan

15

terciptanya kemandirian masyarakat dengan strategi peningkatan penanganan dan

o]V

E@Iayanan penyuluhan pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan arah
Eje_bijakan yaitu peningkatan penyuluhan adat dan penanganan pemberdayaan
masyarakat, perempuan dan perlindungan anak memberdayakan lembaga-lembaga
adat dan LPM serta pengembangan nilai-nilai budaya daerah dan meningkatkan
promosi adat budaya daerah.®’

2. Misi

Meningkatkan Kualitas Wilayah Perkotaan.

*’Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
MPPA) Kota Jambi, 12 juni 2023.
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ruktur Organisasi

Gambar 1

DINAS

STRUKTUR ORGANISASI

PERLINDUNGAN ANAK KOTA JAMBI

UAN DAN

KEPALA DINAS
drg. Irawati Sukandar, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640413 199302 2 001

44

4045

SEKRETARIS
Ir. Sonya Maudy Anna, T
Pembina Tk. |
NI. 19660103 199703 2 001

SUBBAG KEUANGAN DAN

Septi Rimawati, SE
Penata Tk. |
NIP. 19720927 199403 2 002

SUBBAG PERENCANAAN DAN
EVALUASI
Hermansyah, SE

NIP. 19760810 201001 1008

SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Siti Khozaimah, S.Kom

NIP. 19811123 201001 2 001

KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Nining Maryani, SE

NIP. 19720727 200003 2 004

Pembina/(1V/a)

KABID PENGELOLAAN SISTEM DATA

NIP. 19671104 199703 1002

GENDER DAN ANAK

Pembina/(1V/a)

KASI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER

Chairani, SE

Pembina
NIP. 19700221 199803 2 002

KASI DATA DAN INFORMASI GENDER
Zahara, S.Pd.I
Penata Tk. |
NIP. 19771127 200501 2 009

KASI PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
DAN PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA
Kms. Jauhari, SH

T 1
NIP. 19670720 200701 2 001

KASI DATA DAN INFORMASI
ANAK

irma Rosita, SE
Penata Tk. |
NIP. 19701127 200212 2 004

KAS! PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN BIDANG POLITIK,

HUKUM, EKONOMI DAN SOSIAL

Eka Warny, 5.Pt, ME

NIP. 19800226 200312 2 003

KASI PENYEDIAAN LAYANAN DATA

Deki Kurniawan, sPt

NIP. 19860910 201101 1008

KABID PERUNDUNGAN ANAK
Yuniati, 5,505, ME
Pembina/(IV/a
NIP. 19670616 198810 2 001

KASI PEMENUHAN HAK ANAK
Dra. Netty Herawati
Penata Tk. |
NIP. 19631023 198503 2 002

KASI PERLINDUNGAN KHUSUS

Ekawati, SE
Penata Tk. |
NIP. 19631231 199102 2 004

KASI PENGEMBANGAN
ORGANISASI ANAK
Armadewi, SH, MH

NIP. 19741009 200903 2 006

Ka. UPTD PPA
Rosa Rosilawati, SE, ME.Sy
NIP. 197105}0 199803 2005
Pembina/(IV/a)

Kasubbag TU PPA
Puspa Dewi, SE
NIP. 19740116 199602 2 001
Penata/(ll/c)

KABID PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Rosdalia, SH

Pembina/(1V/a)
NIP. 19710205 199303 2 005

KASI SARANA DAN PRASARANA
i KELEMBAGAAN
Feranita, SH
Penata Tk. |
NIP. 19700914 200004 2 001

KAS! KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN
—{  MASYARAKAT DAN FASILITASI TP- PKK
Fardillah, SH

NIP. 19830924 200801 2 001

KASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI
L MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN SDA DAN TTG

Fairozs, ST

NIP. 19670930 199003 2 003

Struktur Organisasi Dinas pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

J,o;,E‘JUSJamu'?ﬁmLur:qﬂ

¢ DUDUL UDUYISE

PMPA)

Dinas pemberdayaan

Kota Jambi

gas Pokok dan Fungsi

mempunyai

ng dimaksud, DPMPPA mempunyai fungsi:

Iaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan

Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi*®

Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Tugas membantu Walikota dalam

Masyarakat,

empuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan
perlindungan perempuan dan anak.

b. Pelaksanaan

norma,

standar,

prosedur

dan

kriteria  dibidang

pemberdayaan masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak.

s

IQUUD[ UIPP8

**Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

PMPPA) Kota Jambi, 12 juni 2023.
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Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemberdayaan
masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.

. Pelaksanaan Pemetaan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan

perlindungan anak.

Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi lembaga dan
pengembangan pattisipasi masyarakat, perempuan dan anak.

Penyediaan data profil kelurahan, gender dan anak.

g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga unit pelaksana teknis UPTD

Perlindungan Perempuan dan Anak.

. Pelaksanaan Pengembangan pos pelayanan teknologi tepat guna

(Posyantek).

Pelaksanaan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Fasilitasi Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Partisipasi
Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) dan Pusat
Informasi Sahabat Anak (PISA).

Pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta
organisasi perempuan dan anak.

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

m. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.*

TBI0¢ DYDY UDUYNS JO ANSISAIUN DIWD(S| 81DIS
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°Dokumen Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

PMPPA) Kota Jambi, 12 juni 2023.
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BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

HIILd pLdID HOH &

.i:gwplementasi Peraturan Perundang-undangan Keterbukaan Informasi

Ifublik Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan
E)Eﬂindungan Anak dikota Jambi

0 Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan
}?engawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya
sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Menurut pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor
14 Tahu'n 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Menyatakan: “badan
publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik
yang berada di bawah kewenangannya kepada permohon informasi publik, selain

informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”.

Lahirnya Undang—Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

1S

formasi Publik merupakan suatu kebijakan yang di buat pemerintah dengan

g0

c
]
=

1. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan

kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan

keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan

publik;

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan

publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

4. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggug jawabkan.

. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup
orang banyak dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

6. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan

publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

*®Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

46
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7. Mengembangkan ilmu pengetahuan.**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan
Anak di Kota Jambi telah menjalankan keterbukaan informasi sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Melalui website mereka, dinas ini memenuhi tujuan
penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi. Masyarakat diberikan
akses untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program
kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan
di balik kebijakan tersebut. Selain itu, partisipasi masyarakat didorong
dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik yang baik.
Dengan transparansi  informasi, dinas ini  juga memastikan
penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan
dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat,
perempuan, dan anak, dinas ini meningkatkan pengelolaan dan pelayanan
informasi berkualitas serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan.
Dengan demikian, dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan
Perlindungan Anak di Kota Jambi telah berperan penting dalam
memberikan akses informasi publik yang bijaksana dan bertanggung jawab
kepada masyarakat.*?

Pada proses kebijakan implementasi ataupun penerapan peraturan

perundang-undangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan

Rerlindungan Anak di Kota Jambi menyambut dengan baik dengan adanya
O

peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait penerapan Keterbukaan

O
f_l‘qformasi Publik ini dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan

0

}ierlindungan Anak. Seperti yang disampaikan ibu Yuniati, S.Sos,. M.E selaku

@bid perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

E@arlindungan Anak dikota Jambi menyatakan:

Kami menyambut baik dengan adanya peraturan-peraturan yang
dikeluarkan pemerintah terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi
publik ini, artinya kami bisa menyampaikan apa-apa saja program kegiatan
kami di kantor kami itu kepada masyarakat, dan masyarakat bisa

Z DUYOYL UoUYNS

B

IQUUD [ UIEEDT
E

*'Nanang Suparman and others, Implementasi Keterbukaan Informasi Di Universitas

m Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Transparansi Publik Dalam Era Globalisasi
erupakan Suatu Kebutuhan Krusial Bagi Masyarakat, 2019, him. 24-46.

*2Dokumentasi Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota
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mengakses langsung melalui sektor publik, melalui media masa dan media

elektronik terkait apa saja yang sudah kami lakukan selama ini, karna kami

bekerja bukan hanya untuk Dinas kami sendiri tujuan kami itu adalah

sasaran kepada masyarakat.*®

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Yuniati, S.Sos,. M.E selaku
bid perlindungan Anak Kota Jambi, dapat disimpulkan bahwa Dinas

mberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi

IC Lg;n' @LJ‘.Q NIN Al p1dio YpH &

-\.
el

telah mengambil langkah yang positif dalam menerapkan keterbukaan informasi
publik. Mereka menyambut baik peraturan-peraturan terkait keterbukaan
informasi yang dikeluarkan pemerintah dan mengakui pentingnya menyampaikan
program dan kegiatan mereka kepada masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Di
Kota Jambi (PMPPA) tersebut mengakui bahwa pekerjaan mereka tidak hanya
untuk kepentingan internal dinas, tetapi lebih pada pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak. Dengan adanya keterbukaan

9]

Fﬁformasi publik, dinas tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap

|5

forma5| yang relevan dengan kegiatan dan program yang telah dilakukan.

LB

Melalui sektor publik, media massa, dan media elektronik, Dinas
mberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi

sebut berupaya memberikan akses langsung kepada masyarakat sehingga

5, 4rﬁ'~45J;,9r-..!L,*'] Dl

masyarakat dapat mengetahui apa yang telah dilakukan oleh dinas tersebut. Dalam

Ll

@I ini, keterbukaan informasi publik menjadi sarana penting dalam membangun

*Wawancara dengan Ibu Yuniati, S.Sos, M.E selaku Kabid Perlindungan Anak
MPPA Kota Jambi, 12 Juni 2023.
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bungan yang kuat antara dinas dan masyarakat yang dilayani, dengan

W I ZAID J0H ©

tra

nsparansi, kepercayaan, dan akuntabilitas sebagai nilai yang dijunjung tinggi.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
rempuan dan Perlindungan Anak Di Kota Jambi telah berperan aktif dalam

enerapkan keterbukaan informasi publik dan menghadirkan akses informasi

rg,er DUZNS NIN A

yang relevan kepada masyarakat. Dinas tersebut menegaskan komitmennya untuk
melayani masyarakat dengan transparansi dan menjadikan keterbukaan sebagai
prinsip dalam pelaksanaan tugas mereka.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
(DPMPPA) sangat berkomitmen untuk mematuhi peraturan-peraturan
terkait keterbukaan informasi publik. Dalam rangka memenuhi kewajiban
keterbukaan informasi publik, Dinas PMPPA telah mengambil beberapa
langkah penting. Pertama, dinas perberdayaan masyarakat, perempuan,
dan perlindungan anak Kota Jambi telah memahami dengan baik peraturan
yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan lainnya yang
dikeluarkan oleh pemerintah terkait hal ini. Hal ini membantu dinas

w Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota
Q Jambi dalam mengenali batasan dan tanggung jawab dalam menyampaikan
®  informasi kepada publik.**

o)

3 Dinas Perberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak
=,

Iﬁota Jambi telah menyusun kebijakan internal yang mengatur proses pengelolaan
_&an penyebaran informasi publik. Kebijakan ini mencakup langkah-langkah
@)nkret yang dilakukan untuk memastikan transparansi dan keterbukaan dalam
rﬁ mberikan akses informasi kepada masyarakat. Selain itu, dinas PMPPA juga
=

@Iah membentuk unit khusus yang bertanggung jawab dalam mengelola
—

Keterbukaan informasi publik dan menyediakan portal informasi publik di website
a

%. **Dokumentasi Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota
Jambi.

Q

Q

=
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smi dinas. Ibu Denni Puspa Dewi, S.E selaku Kasubag TU UPTD PPA Kota
bi mengatakan bahwa:

Seperti diketahui di dinas kami mempunyai website resmi yaitu
https://dpmppa.jambikota.go.id/ adapun keberadaan website ini merupakan
upaya dari pemerintah kota jambi dalam hal pelaksanaan keterbukaan
informasi publik sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta sebagai sarana
publikasi untuk memberikan informasi, pelayanan, pendampingan,
advokasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dikota Jambi
sebagai bahan dasar analisis perencanaan berbagai sektor terkait Dinas
Pembergsayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dikota
Jambi".

WDl pUINS NIN >%LM
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Dari pernyataan Ibu Denni Puspa Dewi, S.E tersebut dapat disimpulkan
website tersebut menjadikan ruang dan akses bagi masyarakat untuk mendapat
pelayanan sekaligus memberikan kritik ataupun masukan yang berguna untuk
perbaikan dan kemajuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Perlindungan Anak dikota Jambi, hal ini demi tercapainya menjadikan kota Jambi

sebagai pusat perdagangan dan Jasa berbasis masyarakat berahlak dan berbudaya

Ie

&ngan mengedepankan pelayanan prima.
Berdasarkan informasi yang diberikan, keberadaan website resmi

s//dpmppa jambikota.go.id/ oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

rempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi merupakan salah satu upaya

rgﬂ‘m;gr-..mg 2ILD|S

ri pemerintah kota dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai

ngan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

@b 8<

blik. Website tersebut berfungsi sebagai sarana publikasi untuk memberikan

*Wawancara dengan lbu Denni Puspa Dewi, S.E selaku Kasubag TU UPTD PPA Kota
b| 12 juni 2023.
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ormasi, pelayanan, pendampingan, advokasi, dan perlindungan terhadap

é:rempuan dan anak di Kota Jambi.*®
c
Z
[
= Gambar 2
=
0
L—
% Beranda Berita Informasi Publik Galeri Unduhan Hubungi Kami
C
PEMERINTAH
KOTA JAMBI
SMARTAITY
SkOJIA
Profil Website DPMPPA Kota Jambi*’
Dengan adanya website tersebut, dinas tersebut memenuhi tuntutan
[y

—

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
@
@n memberikan akses informasi yang lebih mudah kepada masyarakat. Website
tersebut juga menjadi bahan dasar analisis perencanaan di berbagai sektor terkait
-

(fengan pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan perlindungan anak di Kota
0]

Jambi. Dengan demikian, website tersebut memiliki peran penting dalam

goﬁ

nyediakan informasi, meningkatkan pelayanan, serta mendukung pengambilan

putusan yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Dinas

Oglns

mberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.

*https://dpmppa.jambikota.go.id/, diakses 13 Juni 2023
https://[dpmppa.jambikota.qo.id/, diakses 14 Juni 2023.
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Berdasarkan informasi yang didapatkan dari website Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan, dan Anak Kota Jambi, masyarakat dapat
mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik secara online dan
menerima informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Hal ini selaras dengan
informasi yang disampaikan Kabid Perlindungan Anak DPMPPA Kota

N AW opdio JoH @

prd

L Jambi, bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
= 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah setiap informasi publik
— . . .

0 harus dapat diperolenh pemohon dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan,
= dan cara sederhana. Hal ini mengandung arti bahwa Dinas Pemberdayaan
3 Masyarakat, Perempuan, dan Anak Kota Jambi telah menyediakan sarana
o dan prasarana yang memadai agar masyarakat dapat mengakses informasi

publik sesuai dengan asas tersebut, salah satunya melalui website resmi.*®

Daftar Layanan UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan
Perempuan dan Anak Berbasis Gender) merupakan Unit Pelaksana Teknis
operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Jambi di bidang layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak
berbasis gender.*

Adapun layanan yang menjadi cakupan ketugasan oleh Unit Pelaksana
ngnis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(F;ZTPZA) Kota Jambi meliputi:

o]

; 1. Layanan penerimaan pengaduan

" Layanan penerimaan pengaduan diberikan saat menerima informasi laporan
kejadian kekerasan baik secara langsung (datang langsung / telepon /
Hotline Service 08112857799 atau JSS SIKAP) dari korban dan atau
keluarga/pendamping maupun rujukan dari lembaga lain. Setelah menerima
laporan, maka kan ditindak lanjuti dengan tindakan penjangkauan,
penanganan dan pendampingan terhadap korban sesuai kebutuhan korban.

2. Layanan pendampingan psikologi
Layanan pendampingan psikologi merupakan layanan dalam rangka
pemulihan psikologi korban.

3. Layanan pendampingan (bantuan) hukum pidana
Layanan pendampingan (bantuan) hukum pidana merupakan layanan
pemberian bantuan dan pendampingam hukum kepada korban mulai dari

HEN M Rell

*®*Dokumentasi Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota
bi.

3

®https://dpmppa.jambikota.qo.id/, diakses 14 Juni 2023.
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ngembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya”.

pelaporan, proses penyelidikan, penyidikan di lembaga kepolisian hingga
persidangan dan terbitnya Putusan Hakim atas perkara pidana tersebut.

. Layanan pendampingan (bantuan) hukum perdata

Layanan pendampingan (bantuan) hukum perdata merupakan layanan
pemberian bantuan dan pendampingam hukum kepada korban pada proses
perceraian atau perolehan hak asuh berupa bantuan pembuatan dan
pendaftaran gugatan ke Pengadilan terkait.

. Layanan pendampingan hukum non litigasi

Layanan pendampingan (bantuan) hukum non litigasi merupakan layanan
fasilitasi mediasi dalam rangka penanganan kasus.

. Layanan fasilitasi jasa persidangan

Layanan fasilitasi jasa persidangan meliputi pemberian bantuan biaya
persidangan bagi warga yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kota Jambi yang mengajukan persidangan perceraian atau pengajuan
gugatan hak asuh anak ke Pengadilan.

. Layanan pemberian rekomendasi

Layanan pemberian rekomendasi diberikan kepada korban yang
memerlukan rehabilitasi kesehatan akibat mengalami kejadian kekerasan
dengan lokus di Kota Jambi.

. Layanan fasilitasi drop in

Layanan fasilitasi drop in meliputi fasilitasi ruang dan perlengkapan drop ini
bagi korban kekerasan di Kota Jambi. Sasaran layanan UPT P2TP2A adalah
warga masyarakat yang berKTP Kota Jambi dan atau masyarakat yang
mengalami kekerasan berbasis gender dengan lokus di Kota Jambi.™

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

AM) pada Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk

komunlka5| dan  memperoleh informasi yang diperlukan  untuk

s 51

Dalam konteks Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan

Ilndungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
anu5|a (HAM) memiliki kaitan penting. Undang-Undang tersebut menegaskan
k setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan

tuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.

QDT UIPPNYIPS PYSUL BUY

*°https://dpmppa.jambikota.go.id/, diakses 14 Juni 2023.
>'Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
gerperan dalam memenuhi hak tersebut dengan memberikan akses informasi yang
evan bagi masyarakat terkait dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

inas tersebut bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang diperlukan

ougng @ 1 AW DIAID JOH &

eleh masyarakat terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat, perlindungan

A

perempuan, dan perlindungan anak.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak
berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan informasi yang
mereka butuhkan, serta memberikan peluang partisipasi yang lebih besar
dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan prinsip-
prinsip keterbukaan informasi publik yang diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).>?

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(HAM) ini menjelaskan mengenai hak masyarakat untuk mendapat informasi.
Terlepas dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia terdapat Undang-Undang
Iﬁeterbukaan Informasi  Publik (KIP), dalam Undang-Undang tersebut

r’r‘ilenjelaskan lebih jelas mengenai hak masyarakat mendapatkan informasi. Dalam

v

1
Fffgsal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
ublik (KIP) memiliki tujuan yang berisi:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan
kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan
keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan
publik.

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan
publik dan pengolaan Badan Publik yang baik.

4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif
dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

>?Dokumentasi Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota

=5
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5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup
orang banyak.

6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan
bangsa; dan/atau.

7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan
Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”®
Di lihat dari tujuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

105 WM AW DLAID JoH @

tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat disimpulkan bahwa tujuannya adalah

B DL

[=[9¥
3

tuk membangun pemerintahan yang baik maka masyarakat dapat ikut serta

dalam pembangunan pemerintah melalui pemantauan pada media informasi secara
terbuka dan mendorong masyarakat menjadi pribadi yang lebih cerdas untuk
berfikir kritis terhadap pengambilan keputusan dalam pemerintah.

Berdasarkan dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menerangkan bahwa “Setiap
Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna
Informasi Publik” dalam ketentuan ini menjelaskan bahwa informasi
publik dapat diakses. Ketentuan dalam memperoleh informasi dijelaskan
di dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menerangkan “Setiap Informasi

w Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan
! cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”.*

D

51 Pentingnya keterbukaan informasi publik ini juga di sampaikan oleh Ibu
=

Siti khozaimah, S. Kom. Selaku staff di DPMPPA kota Jambi beliau mengatakan

=
s
]

Sangat penting menurut ibu karena dengan keterbukaan informasi publik,
masyarakat jadi tau dan bisa mengawasi program-program apa aja yang
sudah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan masyarakat
Perempuan dan Perlindungan Anak dikota jambi ini, soalnya pemerintah
kan harus bersikap transparan kepada masyarakat menjadi peluang
masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan
negagg, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih
baik.

>*Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

>*Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

**Wawancara dengan Ibu Siti khozaimah, S. Kom Selaku staff di DPMPPA kota Jambi,
Juni 2023.
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Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa keterbukaan informasi

I 01dio JyoH @

ﬁ_ljblik sangat penting, terutama dalam konteks program-program yang dilakukan

N

aleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di
Kota Jambi. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui

(fgn mengawasi program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh dinas
o
tersebut.

Transparansi pemerintah terhadap masyarakat adalah suatu keharusan,
karena hal tersebut memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat secara
aktif dalam penyelenggaraan negara. Dengan mengetahui program-program yang
ada, masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan masukan, pengawasan,
dan partisipasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program
tersebut.

w Selain itu, pengolahan pelayanan informasi yang baik juga diperlukan.

+
']

A

ffengan penyediaan informasi yang mudah diakses dan jelas, masyarakat akan
f_abih mudah memahami program-program yang dilakukan oleh dinas tersebut.
=

Iial ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan umpan

l&élik, mengusulkan ide, atau bahkan berkontribusi secara langsung dalam

+

layanan yang lebih baik.

Seiring perkembangan teknologi di era modern saat ini, untuk

DUNS $BA

mendapatkan informasi jauh lebih mudah dan efisien dengan memanfaatkan

1

media internet sebagai penyalur informasi publik kepada warga negara sehingga

§‘D U

informasi yang ditampilkan beredar bebas di dalam internet dan mudahnya untuk

IQUUD[ UIpPPRNID
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ik

:'akses oleh warga Negara Indonesia bahkan warga negara asing dapat mudah

LU B

memperoleh informasi dari negara kita melalui media internet.
Fat

]

Mengenai media internet sendiri untuk keterbukaan informasi publik yang

S N

s'i]dah diterapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Q

Perlindungan Anak dikota Jambi tersebut dari pernyataan Ibu Yuniati, S. Sos, ME
S

selaku kabid perlindungan Anak menyatakan:

Kalau Kita sudah menggunakan sosmed untuk melaksanakan keterbukaan
informasi publik ini salah satunya kita punya instagram, facebook, dan kita
juga mempunyai website yang dapat diakses oleh masyarakat terkait
program kegiatan kami yang sudah di apload media sosial.*®

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Yuniati, S. Sos, M.E selaku
kabid perlindungan Anak kota Jambi dapat di simpulkan. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak dikota Jambi sudah
menggunakan media internet mengenai keterbukaan informasi publik hal ini di
t%qndai dengan adanya bukti yang sudah disebarkan di media sosial.

Informasi publik saat ini begitu mudah didapat melalui media internet
yang beredar bebas oleh sebab itu untuk mempermudah Kkinerja
pemerintahan maka dibuatlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik guna mendukung implementasi keterbukaan informasi kepada
masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 perlu
dipahami lebih dulu agar tidak terjadi salah tafsir. Informasi menurut
Undang-Undang Komisi Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 adalah
keterangan, pernyataan, gagasan, dan pesan baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi elektronik maupun non-elektronik.>’

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

blik (KIP) merupakan undang-undang yang bertujuan untuk mendukung

*®Wawancara dengan Ibu Yuniati, S. Sos,. M.E selaku Kabid Perlindungan Anak
’MPPA Kota Jambi, 12 Juni 2023.
>’Mustafa Lutfi, meneropong komisi informasi publik, Universitas Brawijaya Press, 2014,
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implementasi keterbukaan informasi kepada masyarakat, terutama melalui media

L 5aAI1D joH @

internet dan transaksi elektronik. Undang-undang ini penting agar informasi
@blik mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, serta untuk mencegah
W

t"grjadinya salah tafsir informasi.

Q

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi  Publik, informasi publik adalah keterangan, pernyataan,
gagasan, dan pesan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca. Informasi
tersebut mencakup data, fakta, dan penjelasannya yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format, sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi elektronik maupun non-elektronik.”®

wior

I€

-\.
el

Pemahaman yang baik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting agar tidak terjadi salah tafsir
informasi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan hak akses
mereka terhadap informasi publik dengan bijaksana dan bertanggung jawabs.
Dalam hal ini, Komisi Informasi Publik juga memiliki peran penting dalam

memberikan pemahaman dan memberikan bimbingan kepada masyarakat

Ie

r’ﬁengenai akses informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang
rlaku.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dinas pemberdayaan
syarakat perempuan, dan anak telah menerapkan keterbukaan informasi

ngan menyediakan website. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14

18K 4rg-«_|sa AN ;:I!Lgr;qa

hun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memungkinkan

asyarakat untuk mengakses informasi publik dengan bijaksana dan bertanggung

23U

jawab. Dengan adanya website, dinas tersebut memberikan kesempatan kepada

*®Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
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asyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan secara lebih

w3

mudah dan transparan.

.Eaktor Pendukung dan Penghambat Keterbukaan Informasi Publik pada

Ejnas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak di
Kota Jambi
%Faktor Pendukung Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan

S Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi
a. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah

Peraturan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan
dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan yang di
maksud peraturan daerah sendiri yaitu peraturan perundang-undangan yang

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama

Kepala Daerah.
=

O

T Mengenai hal tersebut sesuai hasil wawancara dengan Bapak lip Andeska,
s?élaku staff di DPMPPA kota Jambi beliau mengatakan bahwa:

i Hal yang paling dasar dari pada sebuah program, kinerja dan seluruh
=] kegiatan itu adalah sebuah aturan. Dalam mengupayakan suatu
& keterbukaan informasi dalam sebuah kelembagaan itu karna sejatinya dan
%) sebetulnya ada beberapa informasi yang sensitive dan bahkan tidak boleh
< disampaikan. Jadi dengan adanya peraturan ini sudah sangat mendukung
o bahkan menjadi kewajiban bagi kami untuk bersikap transparan kepada
«»  masyarakat.”

5 Artinya sejalan dengan hal yang demikian, peraturan tentang keterbukaan
=

informasi publik tentunya telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun

08 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang ini merupakan salah

**Wawancara bapak lip Andeska, S.E selaku staff di DPMPPA kota Jambi, 12 Juni 2023
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tu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan pada Tahun 2008 dan kemudian

(ﬁ undangkan pada tanggal 30 april 2008 kemudian baru berlaku setelah dua tahun
dZmndangkan

E.f.l

= Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga Negara untuk
— . . .. .

0 mengetahui rencana berbagai pembuatan kebijakan publik, program
= kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. Selain itu
} pada setiap daerah juga membuat kebijakan yang sama untuk memperkuat

serta memperketat agar setiap lapisan pemerintahan dapat menjalankan
suatu amanah dari Negara.®

I€

-\.
el

Keterbukaan informasi publik bagi masyarakat tentunya juga berdampak
baik bagi masyarakat itu sendiri. Beliau menjelaskan bahwasanya masyarakat
berhak untuk mengetahui segala jenis dan macam pelayanan yang dapat mereka
terima dari suatu lembaga pemerintahan. Hal ini sesuai dari hasil wawancara
dengan ibu Deni Puspita Dewi, S.E selaku Kasubag TU UPTD di Dinas

Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi

mengatakan

O

@ Maka dengan adanya peraturan perundang-undangan serta peraturan
= daerah tentang keterbukaan informasi publik ini menjadikan lembaga
} pemerintahan yang tidak hanya fokus pada hasil program, tapi juga
) memperhatikan prosesnya dengan melibatkan masyarakat. Kalau
c masyarakat paham dan tau tentang hak mereka dalam menerima pelayanan
5' maka kami sebagai pihak yang memberikan pelayanan tentunya juga akan
@ memperoleh hasil kerja yang baik.°

; Ibu Deni telah menjelaskan bahwasanya dengan adanya peraturan
o

perundang-undangan lembaga pemerintahan tentunya mempunyai kewajiban yang

LFIDL

bih besar yang bukan hanya bersedia menjalankan program tapi juga

60Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
*!Wawancara dengan ibu Denni Puspa Dewi, S.E selaku Kasubag TU UPTD PPA Kota
b| 12 Juni 2023.

qQuUD ur,g;u".ur;ng* pyoy|



HIOONAYE YHYHL NYHLTS

Bogas yoiuocpaduwawl Butuoq 7

5

o
oA BuoA unBuyuaday uoyiIBrisw 3o

.
L

S0 Y run|

oA

LU oyne wia w2l oduny undodo ynjusa wojop i sipng

dynBusag "q

LD

LN WM I

IWID[ O

YO DS NLons uonofull neo iy vospoued ‘uosodo] uounsnAusd Yo oduoy uosjnuad ‘uoiyauad uoyio

S LA

i G A

uad uoBuyuaday ynun oAuoy uodynBuayd "o
yrunas noyo uop uoiboges dynbusw Buouo)q °|

|50 JaCLUNS UDYINgaAUSLL DP UDYLWUINUDIU e oduny iul sing oAIny

T
o
=]
0o
i
a
=
o
2
e
c
o
=
0
—
o
o
0

)

12 YOH

i~
el

engayomi masyarakat dengan memberikan pengetahuan serta informasi kepada

w3

masyarakat.

; Dari hasil wawancara diatas, maka dapat peneliti simpulkan bahwasanya
o

%ang menjadi faktor pendukung dalam keterbukaan informasi publik itu adalah
i

i

peraturan perundang-undangan serta perturan daerah itu sendiri. Seperti yang
élah disebutkan dalam hasil wawancara bersama dengan ibu Deni bahwasanya
dengan adanya peraturan tersebut membuat lembaga pemerintahan lebih
bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada
masyarakat.
b. Komitmen Pemimpin

Implementasi keterbukaan informasi publik pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi didasarkan pada
komitmen pimpinan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam
ggnyelenggaraan tugas dan fungsi dinas tersebut. Berikut adalah penjelasan
r'éengenai komitmen pimpinan dalam implementasi keterbukaan informasi publik:
a:;' Kesadaran akan Pentingnya Keterbukaan Informasi
Pimpinan dinas memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya
keterbukaan informasi publik sebagai landasan demokrasi, partisipasi
masyarakat, dan pemantauan terhadap kinerja dinas. Mereka menyadari bahwa
informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh publik merupakan kunci untuk

mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan dan Pedoman Keterbukaan Informasi Publik

WD UIppIDS oY ubyling 1o Alsiaalun
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Pimpinan dinas telah mengeluarkan kebijakan dan pedoman internal yang

secara tegas menyatakan komitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi

1 311U D}

publik. Kebijakan ini menekankan pentingnya memberikan akses yang adil dan
mudah terhadap informasi yang dimiliki oleh dinas kepada masyarakat.

s} Pembentukan Unit Keterbukaan Informasi

R DYLINS N

|.-\.|
e LA

7 Pimpinan dinas telah membentuk unit khusus atau tim yang bertanggung jawab
langsung dalam mengelola dan mengawasi implementasi keterbukaan
informasi publik. Unit ini berperan dalam memastikan bahwa informasi yang
diminta oleh masyarakat diberikan dengan cepat, akurat, dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Sosialisasi dan Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik

Pimpinan dinas menyadari pentingnya meningkatkan pemahaman dan

kesadaran tentang keterbukaan informasi publik di kalangan staf dinas. Oleh

L

+
O karena itu, mereka mengadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan secara
D

% berkala untuk meningkatkan pemahaman staf mengenai pentingnya
- keterbukaan informasi publik serta tata cara pengelolaannya.

)- Pengawasan dan Evaluasi

Pimpinan dinas secara teratur melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap
implementasi keterbukaan informasi publik. Mereka memastikan bahwa
prosedur dan mekanisme yang ada berfungsi dengan baik dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, mereka juga melibatkan

publik dalam proses evaluasi untuk mendapatkan masukan dan umpan balik

yang berguna dalam meningkatkan pelayanan informasi publik.
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Komitmen pimpinan dinas merupakan landasan kuat dalam menjalankan

A

implementasi keterbukaan informasi publik. Dengan adanya komitmen ini,
&:iharapkan bahwa dinas dapat memberikan akses yang lebih luas kepada
[
"@asyarakat dan meningkatkan partisipasi serta pengawasan publik terhadap
i

kinerja dinas tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak lip Andeska, S.E selaku
S
staff di DPMPPA kota Jambi beliau mengatakan bahwa:
Tentu, Kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan
Perlindungan Anak sangat menghargai pentingnya keterbukaan informasi
publik dalam mendukung partisipasi masyarakat dan meningkatkan
akuntabilitas kami. Kami memiliki komitmen vyang kuat untuk
memberikan akses yang adil dan mudah terhadap informasi yang dimiliki
oleh dinas kepada masyarakat.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak,
komitmen mereka terhadap keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa
mereka mengakui dan menghargai pentingnya memberikan akses yang adil dan

mudah kepada informasi kepada masyarakat.

o
@ Maksud dari komitmen ini ialah untuk memastikan bahwa masyarakat
%emiliki akses yang tidak diskriminatif terhadap informasi yang dimiliki oleh

as tersebut. Hal ini berarti bahwa informasi yang relevan dan penting yang

_ miliki oleh dinas harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh

HSRAUG: O

nasyarakat secara umum.

84

Komitmen pimpinan adalah mempertahankan keikut sertaan pimpinan

ncak dalam organisasi yang ditunjukkan melalui, kemauan untuk memainkan

**Wawancara bapak lip Andeska, S.E selaku staff di DPMPPA kota Jambi, 12 Juni 2023.
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aya tertentu atas nama profesi, dan upaya manajemen perusahaan dalam

LL r,g;!;:n ADOH @

melaksanakan tugas pokoknya.®®

:7_ Selain undang-undang dan peraturan daerah, komitmen dari pemimpin
w
jgga termasuk kedalam salah satu faktor yang sangat mendukung implementasi
i

keterbukaan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan
Perempuan dan Anak di Kota Jambi. Hal ini sesuai hasil Wawancara dengan Ibu
Yuniati selaku Kabid Perlindungan Anak DPMPPA Kota.
Selain didukung dengan hukum perundang-undangan dan peraturan daerah
tentang keterbukaan informasi publik, yang menjadi salah satu faktor
pendukung itu sebenarnya adalah komitmen para pemimpin. Tidak cukup
dengan peraturan saja kalau tidak untuk berkomitmen untuk terus
melaksanakannya kan. Terkait dengan hal demikian tentu kami tetap
bek%zja dibawah pemimpin. Dan tentunya juga dengan bekerjasama antar
tim.
Artinya Selain itu juga diperlukan kerja sama yang baik antar staff Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi.

L
+

t?’rahwasanya komitmen dari pemimpin yang berupa bentuk kebijakan yang akan
r'%enentukan arah kerja bagi para staf dan bawahannya.

"Faktor Penghambat Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi

Pembiayaan dan infrastruktur

Pembiayaan yang memadai dapat digunakan untuk berbagai keperluan,

B1NS JO Affsiaaiun Dk

perti pengembangan infrastruktur teknologi informasi, pengadaan perangkat

ak yang mendukung manajemen informasi publik, pelatihan staf dalam hal

oy DL;?LD

Supriadi, Haliah, and Hartini, Pengaruh Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan
Sthdar Akuntansi Pemerintahan  Studi Pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto’, Jurnal
kkuntanm Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNHAS, 2017, him. 1-16.

*Wawancara dengan Ibu Yuniati selaku Kabid Perlindungan Anak DPMPPA Kota
b| 12 Juni 2023.
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terbukaan informasi, serta penyediaan sumber daya manusia yang terampil dan

mpeten dalam mengelola sistem keterbukaan informasi publik.

Hal ini disampaikan oleh Ibu siti khozaimah, S. Kom selaku staff di

S NIN AW

PMPPA kota Jambi beliua mengatakan:

oug

Kendala mungkin secara umum lebih pada pendanaan karena kalau kami
bekerja sama dengan media elektronik tentu membutuhkan dana, karna
kita harus menyampaikan iklan layanan masyarakat di situ ada
pembiayaan jadi setiap setiap dalam 3 detik itu berapa jumlah dananya,
jadi ada yang kita sepakati disitu.®

wior

-\.
el

I€

Pernyataan Ibu Siti Khozaimah, S. Kom, tentang pembiayaan yang
memadai untuk berbagai keperluan dalam keterbukaan informasi publik sangat
relevan dengan kebutuhan yang ada. Beberapa keperluan yang disebutkan, seperti
pengembangan infrastruktur teknologi informasi, pengadaan perangkat lunak yang
mendukung manajemen informasi publik, pelatihan staf, dan penyediaan sumber

daya manusia yang terampil, semuanya memerlukan pembiayaan yang memadai
[y

éi}mtuk mendukung implementasi yang sukses.
D
Dalam wawancara tersebut, Ibu Siti Khozaimah juga menyampaikan

o
=
bahwa kendala yang dihadapi adalah terkait dengan pendanaan, terutama dalam
Ifgrja sama dengan media elektronik untuk menyampaikan iklan layanan
D
_I;ﬁasyarakat terkait keterbukaan informasi. Memang, bekerja sama dengan media

O
gflﬂ'ektronik untuk mempromosikan keterbukaan informasi dapat membutuhkan

=l

ana yang signifikan.
Kendala dalam hal pendanaan memang merupakan hal yang umum terjadi

lam implementasi keterbukaan informasi publik, terutama ketika bekerja sama

®*Wawancara dengan Ibu siti khozaimah, S. Kom selaku staff di DPMPPA kota Jambi, 12
Juni 2023.

QDT UIpPNIPS oY up
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dengan media elektronik. Kerjasama dengan media elektronik seringkali

W BdIo joH @

memerlukan pembiayaan dalam bentuk iklan layanan masyarakat, di mana jumlah

(ﬁna yang harus dialokasikan per detik atau durasi tertentu telah disepakati.

NG

= Dalam hal ini, penentuan jumlah dana yang harus dialokasikan per detik
aiau durasi tertentu dalam iklan layanan masyarakat dapat disepakati berdasarkan
ée_rtimbangan beberapa faktor. Beberapa faktor yang mungkin dipertimbangkan
antara lain adalah popularitas media elektronik yang digunakan, jumlah pemirsa
atau pendengar yang potensial, target audiens yang ingin dicapai, dan durasi atau
frekuensi iklan yang diinginkan.

Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan
Anak di Kota Jambi perlu melakukan analisis anggaran dan menentukan alokasi
dana yang sesuai dengan kemampuan keuangan dinas. Pada saat bernegosiasi
dengan media elektronik, perlu dilakukan diskusi terkait jumlah dana yang
(;?sepakati dan bagaimana penggunaan dana tersebut akan diatur.

Meskipun kendala pendanaan dapat menjadi tantangan, penting untuk

(S| @

3

mencari solusi yang kreatif dan efektif. Salah satu pendekatan yang mungkin
lapat dilakukan adalah mencari alternatif lain untuk menyampaikan informasi

bI|k seperti menggunakan media sosial atau platform digital lainnya yang

O Agsle RN

3

mungkinkan pemasangan iklan dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain itu,

%_II"IB

erja sama dengan pihak swasta atau organisasi lain yang memiliki minat dalam
ndukung keterbukaan informasi publik juga dapat menjadi pilihan untuk

engatasi kendala pendanaan.

IqUIDI UIPPNYIDS B r;nl_,g up
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Perlu diingat bahwa dalam menyusun alokasi dana, penting untuk tetap

W 01dio JyoH @

menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Fi’gmantauan dan evaluasi secara berkala terhadap hasil dan dampak dari iklan
LA

fgyanan masyarakat juga penting dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan
O

dana tersebut efektif dan memberikan manfaat yang diharapkan bagi masyarakat.

S
ki Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Menurut George Herbert Mead, cara manusia mengartikan dunia dan
dirinya sendiri berkaitan erat dengan masyarakatnya. Mead melihat
pikiran (mind) dan dirinya (self) menjadi bagian dari perilaku manusia
yaitu bagian dengan orang lain. Mead menambahkan bahwa sebelum
seseorang bertindak ia membayangkan dirinya dalam posisi orang
lain dengan harapan-harapan orang lain dan mencoba memahami apa
yang diharapkan orang itu.®

Dalam kesimpulannya, pemikiran George Herbert Mead memberikan
pemahaman bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang keterbukaan
informasi publik berkaitan erat dengan proses sosialisasi, peran orang lain, dan

=4

konstruksi pemahaman bersama. Pemahaman ini penting dalam membangun
D

masyarakat yang transparan, partisipatif, dan memiliki kesadaran akan hak-hak

ereka terkait informasi publik. Dengan interaksi sosial yang melibatkan

fBUN LU

forma3| publik, individu dapat mengembangkan pengetahuan yang lebih baik

tang keterbukaan informasi dan memahami perspektif orang lain terkait hal

Q’r;n ABSI

sebut. Melalui dialog dan pertukaran informasi, masyarakat dapat memperkuat
engetahuan mereka tentang keterbukaan informasi publik dan berperan aktif

lam menciptakan masyarakat yang lebih demokratis dan bertanggung jawab.

A0S DUDUEUDTLINS

®Nina Siti Salmaniah Siregar, Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik, Perspektif,
16 him. 100-110.

IQUUD [ UIE
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Pengetahuan masyarakat mengenai Keterbukaan Informasi Publik masih

W 01dio JyoH @

pada taraf  definitif. Dimana masyarakat hanya mengetahui Keterbukaan

s

i:r,_}formasi Publik (KIP) sebagai Undang-Undang yang menuntut pemerintah
L
lﬁj\tuk lebih transparan. Namun, bentuk dari keterbukaan tersebut masyarakat

Q
belum mengetahui. Seperti adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
=
(PPID) sebagai pejabat yang melayani masyarakat untuk mendapatkan informasi.
Hal tersebut menjadi faktor penghambat jalanya Keterbukaan Informasi Publik,
karena dengan ketidaktahuan menjadikan partisipasi masyarakat dalam
pengawasan publik ikut melemah. Hal ini disampaikan oleh ibu Denni Puspa Dewi,
SE selaku Kasubag TU UPTD PPA Kota Jambi ia mengatakan bahwa:
Menurut ibu hal yang paling perlu di perhatikan di sini selain dari
pemerintahnya ya dari masyarakatnya juga. Tingkat pendidikan masih
rendah di sini dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya
sebuah informasi, adanya keterbukaan informasi publik tapi
masyarakatnya kurang peduli dan tidak acuh sama sekali ya sama aja

bohong.®’

Tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat

JI5] BIDIS

t§rhadap pentingnya informasi merupakan kendala yang perlu diperhatikan dalam

2

n plementasi keterbukaan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

<

Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi. Untuk mengatasi tantangan

115

M

i, langkah-langkah penting perlu diambil. Pertama, perlu dilakukan peningkatan

5

{

pendidikan dan kesadaran masyarakat melalui program pendidikan dan kampanye

S

L

@nyadaran, agar mereka memahami hak-hak mereka dalam memperoleh

1

informasi dan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

"Wawancara dengan ibu Denni Puspa Dewi, S.E selaku Kasubag TU UPTD PPA Kota
bi, 12 Juni 2023.

I-Dgi' oS ou
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=
b

PAID JOH @

lanjutnya, komunikasi yang efektif dan kampanye publik diperlukan untuk

A

memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keterbukaan informasi

@blik dan manfaatnya. Peningkatan literasi informasi juga perlu dilakukan agar
%gasyarakat memiliki keterampilan dalam mencari, memilah, dan menggunakan
'réformasi dengan bijak. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan masyarakat
s{épil dapat memperkuat upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat
ternadap keterbukaan informasi. Terakhir, pemantauan dan pengawasan oleh
masyarakat perlu didorong untuk memastikan penerapan keterbukaan informasi
publik dan mendorong akuntabilitas pemerintah. Dengan pendekatan yang
komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait, kesadaran masyarakat
ternadap pentingnya keterbukaan informasi dapat ditingkatkan, memungkinkan

partisipasi publik yang lebih aktif dan pembangunan yang lebih transparan.

c. Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang

:? Keterbukaan Informasi Publik.

A

Sosialisasi merupakan sesuatu yang sangat penting, mengingat sosialisasi

D[s| 84

merupakan salah satu upaya dalam rangka transparansi pemerintah. Hal sesuai
=,

E_;asil wawancara bersama ibu Denni Puspita Dewi, S.E selaku Kasubag TU

_@;PTD di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak di
l‘éota Jambi mengatakan:

Sosialisasi itu memang suatu kegitan yang sangat penting dalam
mendukung keterbukaan informasi kepada publik. Sebelum kami
mensosialisasikan tentang program kerja, edukasi tentang ilmu
pengetahuan, penyuluhan dan semua hal-hal yang memang masyarakat
perlu tau. Seharusnya masyarakat itu terlebih dahulu tau tentang

IQUUD UIPPNIDS DUDUL Upulns J
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keterbukaan informasi publik. Dengan demikian tidak akan ada terjadi
kesalah pahaman antar pemerintah dengan mayarakat.®®

N 3w p1dio 3oH @

Artinya Sosialisasi undang-undang dan peraturan daerah tentang

N

keterbukaan informasi public merupakan hal yang sangat penting sebelum hal-hal

l;‘a)innya. Masyarakat memang harus memperoleh informasi serta mengetahui

(fgngan baik dan benar tentang hak-hak mereka dalam mendapatkan informasi dan
o
apa yang sudah bukan lagi menjadi hak mereka.

Dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi keterbukaan
informasi publik tidak hanya dilimpahkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi. Diperlukan bantuan dari pihak
dan instansi pemerintahan yang lain sebab Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Jambi tentu mempunyai prioritas dan
kerja yang lain. Seperti sesuai hasil wawancara dengan Ibu Yuniati, S. Sos,. M.E

selaku Kabid Perlindungan Anak DPMPPA Kota Jambi mengatakan:

O

Sosialisasi terkait dengan Undang-Undang dan peraturan daerah tentang
keterbukaan informasi publik itu sebetulnya merupakan kerja sama antar
seluruh instansi pemerintahan yang ada diKota Jambi. Karna keterbukaan
informasi publik itu bukan hanya diwajibkan bagi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi, tapi
seluruh lapisan pemerintahan. Jadi memang mestinya dimulai dari
sosialisasi Undang-Undang dan peraturan ini dulu. Seperti tadi yang
dikatakan ibu Denni ya, dalam sosialisasinya itu tujuannya itu bukan
Cuma untuk lapisan pemerintah saja, tapi juga kepada masyarakat.
Masyarakat itu harus tau apa saja yang berhak mereka peroleh dan yang
tidak harus mereka ketahui. Selain kami para pelaku kebijakan masyarakat
yang menerima juga harus tau dan paham agar hubungan yang baik antar
pemerintah dan masyarakat itu tetap terjaga. Kalau mereka saja tidak tau
bagaimana bisa kualitas sumber daya manusianya itu bisa meningkat.*

*®Wawancara dengan Ibu Denni Puspa Dewi, S.E selaku Kasubag TU UPTD PPA Kota
bi, 12 Juni 2023.

*Wawancara dengan Ibu Yuniati, S. Sos,. M.E selaku Kabid Perlindungan Anak
MPPA Kota Jambi, 12 Juni 2023.
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Selaku Kasubag TU UPTD di Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

i pidio JoH @

I_:ﬁ‘erlindungan Perempuan dan Anak di Kota Jambi ibu Denni Puspita Dewi, S.E

prd
memberikan penjelasan yang cukup rinci terkait dengan tugas dan wewenang

m;ereka dalam penyamapaian informasi publik. Dan Menurut ibu Yuniati selaku
%abid Perlindungan Anak diperlukan kerja sama antar seluruh lapisan
pjemerlntahan di Kota Jambi dalam sosialisasi undang-undang ataupun peraturan
daerah tentang keterbukaan informasi punlik kapada seluruh lapisan masyarakat.
Hal ini bertujuan untuk mendongkrak pengetahuan masyarakat tentang
keterbukaan informasi publik, serta menghindari terjadinya kesalah pahaman
antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam era informasi digital saat ini,
keterbukaan informasi publik menjadi semakin penting. Dengan menyediakan
akses yang mudah dan transparansi dalam penyampaian informasi, pemerintah
d@pat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyaraka.
Dapat di simpulkan bahwa Pembiayaan yang memadai menjadi faktor
gnghambat utama dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Dinas
mberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi.
Iah satu kendala yang dihadapi adalah terkait pendanaan dalam kerja sama

ngan media elektronik untuk menyampaikan iklan layanan masyarakat terkait

erbukaan informasi. Kerjasama dengan media elektronik sering Kkali

HES 4%&5@ *-..!L,;EJ DIBD(S| 81D

)

rgembutuhkan dana yang signifikan, dan penentuan jumlah dana yang harus

.
dialokasikan per detik atau durasi tertentu dalam iklan layanan masyarakat dapat

oy

menjadi tantangan. Meskipun demikian, pihak Dinas perlu melakukan analisis

IQUUD[ UIpPPRNID



ggaran dan mencari solusi kreatif untuk memastikan alokasi dana yang tepat
efektif guna mendukung keterbukaan informasi publik yang optimal.

@ Hak cip& mBk UIN Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undarng:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atou seluruh karya fulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya unfuk kepentingan pendidikan, penelition, penulisan karya iimioh, penyusunan laporan, penulsan kritik ataw finjouvan seatuo masalah.
sinmam e s b Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
A 2. Dilarang memperbanyak sebbagaian dan atau selunsh karya tulis ini dalom bentuk apapun fanpaizin UIN Sutha Jamibi
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'3 Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah di peroleh
Q

eleh penulis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Menurut

3

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota
Jambi dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. implementasi keterbukaan informasi publik direspon positif oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi,
Mereka menyambut baik adanya peraturan terkait keterbukaan informasi
publik yang dikeluarkan pemerintah. Mereka menganggap bahwa keterbukaan
informasi  publik memungkinkan mereka untuk secara transparan

Z?menyampaikan program dan kegiatan yang dilakukan di dinas kepada

% masyarakat. Dinas PMPPA di Kota Jambi memiliki komitmen untuk mematuhi

o peraturan terkait keterbukaan informasi publik. Mereka memahami peraturan

2L

yang berlaku, termasuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor
14 Tahun 2008, dan telah mengambil langkah-langkah penting untuk
memenuhi kewajiban keterbukaan informasi publik. Salah satu langkah yang
diambil adalah menyusun kebijakan internal yang mengatur pengelolaan dan
penyebaran informasi publik. Dinas PMPPA juga telah membentuk unit khusus

dan menyediakan portal informasi publik di website resmi dinas sebagai sarana

73
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untuk memberikan informasi, pelayanan, pendampingan, advokasi, dan

perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Jambi.

1 AW 0LdID JOH @

%Faktor Pendukung dan penghambat Dalam Keterbukaan informasi publik di
o
= Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota

o]y

< Jambi, terdapat faktor pendukung yang kuat. Komitmen pimpinan dalam

3
" menyadari pentingnya keterbukaan informasi, kebijakan yang dikeluarkan,

9]

-

pembentukan unit khusus, sosialisasi dan pelatihan, serta pengawasan dan
evaluasi menjadi landasan kuat untuk memberikan akses yang adil dan mudah
kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi dan pengawasan publik.
Namun, kendala yang di temui yaitu pendanaan dan kurangnya pengetahuan
masyarakat masih menjadi faktor penghambat yang perlu diatasi dengan solusi

kreatif dan upaya peningkatan pendidikan serta kesadaran masyarakat.

. Saran

L
+

Berdasarkan hasil penelitan maka saran yang dapat di berikan oleh peneliti adalah
D

%bagai berikut:

=
I'Dalam rangka meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik,

—-Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak

<

i

(PMPPA) di Kota Jambi dapat mengambil beberapa langkah strategis. Pertama,
mereka dapat memperluas upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat
tentang pentingnya akses informasi publik. Melalui kampanye dan kegiatan
sosial, dinas dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka
untuk mendapatkan informasi yang relevan dan penting terkait program dan

kegiatan PMPPA. Selain itu, penting bagi dinas untuk melakukan evaluasi
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berkala terkait implementasi keterbukaan informasi publik dan mendengarkan
umpan balik dari masyarakat. Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti LSM
atau lembaga penelitian, dapat membantu dalam melakukan audit dan

pengawasan terhadap keterbukaan informasi publik. Terakhir, dinas perlu

DUINS NIN AW 01dio YoH @

memperkuat mekanisme pemantauan dan pelaporan untuk memastikan

wior

-\.
el

kepatuhan terhadap peraturan dan memberikan transparansi kepada masyarakat

I€

tentang program dan kegiatan yang dilakukan.

2. Dalam era digital dan terkoneksi saat ini, penting bagi organisasi untuk

beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan teknologi dengan bijak.
Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan
Perlindungan Anak di Kota Jambi dapat mengambil beberapa langkah strategis.
Pertama, mereka dapat meningkatkan kehadiran online dengan memperbarui
dan memperkaya website mereka dengan informasi yang relevan dan up-to-

[y
O date. Selain itu, mereka dapat menggunakan media sosial untuk berkomunikasi

=]

= dengan masyarakat secara langsung dan memberikan pembaruan terkini
tentang kegiatan dan inisiatif mereka. Selain itu, penting untuk memastikan
bahwa informasi yang disajikan mudah diakses dan dimengerti oleh semua
lapisan masyarakat, sehingga membantu membangun hubungan yang kuat
antara dinas dan masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak di Kota Jambi
dapat meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan memberikan

manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang mereka layani.
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Instrumen Wawancara

Bentuk Pertanyaan

Terkait dengan implementasi Perda Kota Jambi berdasarkan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik, bagaimanakah pihak Dinas PMPPA dalam
mengimplementasikannya?

Seberapa penting keterbukaan informasj publik bagi bapak/ibu
Dan bagi masyarakat?

Menurut bapak/ibu apakah masyarakat memerlukan adanya
keterbukaan informasi publik?

Bagaimana cara Dinas PMPPA menaati peraturan-pertaturan
yang berkaitan dengan keterbukaan informasi public tersebut?

Dalam memberikan informasi public tentunya ada beberapa
jenis atau spesifikasi informasi yang memang layak untuk
diberitahukan kepada public dan tidak layak. Pada Dinas
PMPPA informasi yang bagaiamanakah yang memang wajib
serta layak untuk diberitahukan kepada publik

Kemudian informasi yang bagaimana pula yang tidak harus
diberitahukan ataupun dikecualikan kepada public?

Dalam mengimplementasikan Perda Kota Jambi berdasarkan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik apakah Dinas PMPPA mengalami hambatan
ataupun kendala?

Selain beberapa hambatan ataupun kendala tentunya ada faktor
pendukungnya juga, lalu apa saja faktor pendukungnya
tersebut?

Melalui media apa saja dalam menyebarluaskan informasi
publik di Dinas PMPPA ini?
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Program apa yang sudah dilakukan dalam pelaksanaan
keterbukaan informasi publik di dinas PMPPA ini?
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@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undarng:
1. Dilarang mengutip sebagiaon dan atau seluruh karya tulis ini fanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya unfuk kepentingan pendidikan, penelition, penulisan karya iimioh, penyusunan laporan, penulsan kritik ataw finjouvan seatuo masalah.
sinmam e s b Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
R 2. Dilarang memperbanyak sebagaian dan ataw selunsh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UN Sutha Jomibi



SE selaku Kasubang TU UPTD
selaku Staf di

PPA Kota Jambi
DPMPPA Kota Jambi

Wawancara dengang Bapak I1p Andeska,

wancara dengan ibu Denni Puspa Dewi
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@ Hak QUM milik UIN Sutha Jambi State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undarng:
1. Dilarang mengufip sebagian dan atau seluruh karya tuls ini fanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
a. Pengutipan hanya unfuk kepentingan pendidikan, penelition, penulisan karya iimioh, penyusunan laporan, penulsan kritik ataw finjouvan seatuo masalah.
sinmam e s b Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
A 2. Dilgrang memperbanyak seboagaian dan atau seluuh karya tulis ini dalam bentuk apapun fanpaizin UIN Sutha Jamkd
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Riwayat Pendidikan
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@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi Sate Islarmic niversity @f Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyvebutkan sumber asii;
a. Pengutipan hanya unfuk kepentingan pendidikan, penelition, penulisan karya iimioh, penyusunan laporan, penulsan kritik ataw finjouvan seatuo masalah.
sinmam e s b Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
P 2. Dilgrang memperbanyak secagoian dan atau selunsh karya tulis inl dalam entuk apapun tfanpaizin UIN sutha Jomis




